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“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara mu dan orang-
orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa dergjat.”
(QS. Al — Mujadalah Ayat 11)
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“Barang siapa menghendaki kehidupan dunia maka dengan ilmu, dan barang siapa

yang menghendaki kehidupan akhirat maka dengan ilmu, dan barang siapa yang

menghendaki keduanya (kehidupan dunia dan akhirat) maka dengan ilmu.”
(HR.Bukhori dan Muslim)

Sebuah sukses lahir bukan karena kebetulan atau keberuntungan semata, sebuah
sukses terwujud karena di ikhtiarkan melalui perencanaan yang matang,
keyakinan, kerjakeras, keuletan dan niat baik.

(Andrie Wongso)
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BAB |. PENDAHULUAN

1.1 Alasan Pemilihan Judul

Peningkatan lau perekonomian akan menimbulkan pertumbuhan dan
berkembangnya usaha yang di lakukan oleh masyarakat, biasanya pelaku usaha
dalam mengembangkan usahanya selalu berupaya menambah moda usahanya
dengan cara melakukan pinjaman atau kredit langsung kepada perbankan. Peranan
perbankan dalam memberikan kredit langsung atau pinjaman moda membuat
masyarakat lebih mudah dalam mengembangkan usahanya. Akan tetapi
konsekuensi yang harus masyarakat ketahui jika perjanjian dengan pihak bank
tidak di tepati (cidera janji/wanprestasi) maka bank sebagai pihak kreditur berhak
menyita bahkan menjual barang jaminan pihak debitur/ peminjam, sebagai
pelunasan tanggungan yang tidak bisa debitur penuhi kewagjibannya. Jaminan
dalam kredit permodalan yang paling banyak digunakan adalah kredit dengan hak
tanggungan atau hipotek, dimana jaminan yang digunakan adalah tanah, benda
tidak bergerak yang juga merupakan aset kekayaan. Penjualan barang jaminan hak
tanggungan milik debitur wanprestasi oleh pihak kreditur selaku penjua bisa
menggunakan layanan lelang. Lelang adalah salah satu jasa atau pelayanan yang
juga dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)
Jember dalam hal jual beli barang dengan cepat, aman dan memiliki legalitas yang
kuat dimata hukum. Proses lelang di KPKNL dilaksanakan berdasarkan prosedur
dan ketentuan yang telah ditentukan melalui Undang-Undang Menteri Keuangan
Negara. Sehingga semua kegiatan jual-beli barang secara lelang oleh KPKNL
tidak merugikan pihak penjual maupun pihak pembeli dalam hal transaksi jual beli
objek lelang.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka lelang sebaga salah satu
bentuk pelayanan pada KPKNL dan bentuk penyelesaian dari kredit macet atau
debitur cidera janji(wanprestasi), perlu dikaji bagaimana pelaksanaan dan proses
lelang, syarat dan ketentuan apa yang harus dipenuhi dalam mengikuti lelang di
KPKNL dan sanks apa yang di tetapkan oleh KPKNL berdasarkan peraturan
Menteri Keuangan atas pembeli dan penjua yang tidak mematuhi syarat serta
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ketentuan lelang pada KPKNL, oleh karena itu. Laporan Praktek Kerja Nyata ini
diberikan judul :

“PELAKSANAAN LELANG EKSEKUSI OBJEK HAK TANGGUNGAN
PADA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
(KPKNL) JEMBER”.

1.2 Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata
Penulis dalam melakukan Praktek Kerja Nyata memiliki tujuan dan kegunaan
yang di peroleh dalam instansi atau KPKNL.

1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata
Tujuan dari pelaksanaan Praktek Kerja Nyata pada Kantor Pelayanan

Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember yaitu:

a. memahami prosedur pelaksanaan lelang eksekusi objek hak tanggungan yang
menjadi salah satu bidang pelayanan pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara
dan Lelang (KPKNL) Jember; dan

b. membatu beberapa kegiatan di KPKNL yang berkaitan dengan pelaksanaan
lelang eksekusi objek hak tanggungan pada Kantor Pelayanan Kekayaan
Negaradan Lelang (KPKNL) Jember.

1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata
Praktek Kerja Nyata pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
mempunyai kegunanaan sebagai berikut :
a. menambah pengetahuan mengenai fungsi perlelangan pada Kantor Pelayanan
K ekayaaan Negaradan Lelang (KPKNL) Jember; dan
b. memperoleh pengalaman praktis sebagal beka keterampilan dalam duniakerja.
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1.3 Objek dan Jangka Waktu pelaksanaan Praktek Kerja Nyata
1.3.1 Objek Praktek Kerja Nyata

Praktek Kerja Nyata di laksanakan pada Kantor Pelayanan Kekayaan
Negara dan Lelang (KPKNL) Kabupaten Jember yang bertempat di jalan Slamet
Riyadi No. 344A Patrang- Jember.

1.3.2 JangkaWaktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Praktek Kerja Nyata di laksanakan padatanggal 02 maret — 27 maret 2015
selama 25 hari sesual dengan persyaratan yang ditentukan Fakultas Ekonomi
Universitas Jember yaitu 144 jam kerja efektif.
Daftar jam kerja yang berlaku di KPKNL Jember :

a Hari Senin— Kamis

Jam Kerjal :07.30-12.00 WIB

Istirahat :12.00 - 13.00 WIB

Jam Kerjall : 13.00-17.00 WIB
b. Hari Jumat

Jam Kerjal :07.30-11.00 WIB

Istirahat :11.00-13.00 WIB

Jam Kerjall : 13.00-17.00 WIB

1.4 Bidang IImu Praktek Kerja Nyata
Bidang ilmu yang digunakan sebagal landasan dalam Praktek Kerja Nyata ini
adalah :
a. Mangemen Penjuaan
b. Manaemen Perbankan
c. Mangemen Pemasaran

1.5 Tabel Jadwal Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata
Jadwal pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) menyesuaikan
dengan jadwal lembaga atau instansi.
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Jadwal pelaksanaan PKN pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
(KPKNL) Jember sebagai berikut :
Tabe 1.1 Jadwal Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

No Kegiatan PKN Minggu Minggu Minggu Minggu Minggu
1 2 3 4 5

1.  Menyerahkan surat X
ijin Praktek Kerja
Nyata dan Observasi
tempat Praktek Kerja
Nyata.
2.  Perkenalan dengan X
Pimpinan dan staf
karyawan Kantor
Pelayanan K ekayaan
Negaradan Lelang
(KPKNL) Jember.
3. Observas Pada X
lingkungan Praktek
KerjaNyata
4.  Melaksanakan Praktek X X X X
KerjaNyata yang
berkaitan dengan
judul.
5.  Menulis catatan- X X
catatan penting
sebagal bahan
penulisan Laporan
PKN
6. Konsultasi dengan X X
Dosen Pembimbing
7.  Menyusun Laporan X
PKN
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BAB Il. TINJAUAN PUSTAKA

21  Pengertian Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah aktivitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan.
Pelaksanaan atau implementation adalah suatu proses rangkaian kegiatan tindak
lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas
pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasiona atau
kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapal sasaran dari program yang
ditetapkan semula.

Ekhardhi.blogspot.com/2010/12/pel aksanaan.html?m=1. [05 April 2015]

Dari pengertian yang dikemukakan diatas dapat disimpulkan bahwa pada
dasarnya pelaksanaan suatu program yang telah ditetapkan oleh pemerintah harus
sgialan dengan kondis yang ada. Pelaksanaan tidak lain merupakan upaya untuk
menjadikan perencanaan atau planning menjadi kenyataan, dengan melalui
berbagai pengarahan dan pemotivasian agar setiap karyawan dapat melaksanakan
kegiatan secara optimal sesual dengan peran, tugas dan tanggung jawabnya. Hal
yang penting untuk diperhatikan dalam pelaksanaan ini adalah seorang karyawan
akan termotivasi mengerjakan sesuatu jika:

a. merasa yakin akan mampu mengerjakan;

b. yakin bahwa pekerjaan tersebut memberikan manfaat bagi dirinya;

c. tidak sedang dibebani oleh masalah pribadi atau tugas lain yang lebih penting
dan mendesak; dan

d. tugas tersebut merupakan kepercayaan bagi yang bersangkutan.

2.2  Pengertian Kredit

Kredit menurut Supramono (2009:152) adalah “penyediaan uang atau
tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau
kesepakatan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu
tertentu dengan pemberian bunga”.

Istilah kredit bukan hal yang asing lagi dalam kehidupan sehari-hari di
masyarakat. Berbagai macam transaksi sudah banyak dijumpa seperti jua beli
barang dengan cara kredit. Jual beli tersebut tidak dilakukan secara tunai
(kontan/cash), tetapi pembayaran harga barang dilakukan dengan angsuran. Selain
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itu dijumpai pula banyak warga masyarakat yang menerima kredit dari koperasi
maupun bank untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, mereka pada umumnya
mengartikan kredit sama dengan utang karena setelah jangka waktu tertentu
mereka wajib membayar dengan lunas tanggungan mereka pada pihak yang
memberikan kredit atau biasa disebut kreditur dan pihak yang menerima pinjaman
kredit disebut debitur.

2.2.1 Pengertian Kredit Macet

Kredit macet menurut Supramono (2009:269) adalah * kredit atau utang
yang tidak dapat dilunasi oleh debitur karena sesuatu alasan sehingga bank selaku
kreditur harus menyelesaikan masalahnya kepada pihak ketiga atau melakukan
eksekusi barang jaminan”.

Para nasabah yang telah memperoleh fasilitas kredit dari bank tidak
seluruhnya dapat mengembalikan utangnya dengan lancar sesuai dengan waktu
yang diperjanjikan. Pada kenyataanya di dalam praktik selalu ada sebagian
nasabah yang tidak dapat mengembalikan pinjaman kepada bank yang telah
memberikan jasa kredit. Keadaan yang demikian apabila ditinjau dari segi hukum
perdata disebut wanprestasi (ciderajanji).

2.2.2 Penyelesaian Sengketa Kredit Macet
Penyel esaian pembayaran atau pelunasan atas nasabah wanprestasi karena
terjadinya kredit macet bisa melakukan dengan tiga cara yaitu penyelesaian
pembayaran berdasar pada Pasal 1131 KUH Perdata, melalui proses litigasi, dan
melalui eksekusi.
a. Pemenuhan pembayaran, berdasarkan Pasal 1131 KUH Perdata
Pasal 1131 KUH Perdata menyelesaikan sengketa kredit macet dengan
menjadikan benda atau objek debitur sebagai jaminan bersama bagi semua
kreditur, sehingga nantinya pemenuhan pengembalian uang yang akan diterima
kreditur akan seimbang, kecuali krediturnya hanya perorangan saja maka dapat
mengambil seluruh hasil penjualan objek sitaan.
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b. Cara pemenuhan melalui proses litigas
Proses litigasi adalah Pemenuhan atau penyel esaian sengketa atas kredit macet
melalui pengajuan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri yang nantinya pihak
kreditur bisa meminta Pengandilan Negeri untuk memberikan sitajaminan atas
kekayaan debitur agar barang jaminan tersebut tidak dihilangkan selama proses
persidangan.

c. Melakukan eksekusi atas pembayaran pemenuhan utang.
Proses ligitas memakan waktu yang cukup lama sehingga banyak pihak
kreditur yang menggunakan eksekusi sebagai pemenuhan atas kewajiban dari
pihak kreditur yang salah satunya dengan melakukan lelang eksekusi objek hak

tanggungan.

2.3  Pengertian Lelang

Pengertian lelang menurut Harahap (2005 : 115) adalah “penjualan barang
di muka umum atau penjualan barang yang terbuka untuk umum”. Pengertian
lelang tersebut kemudian diperjelas oleh Pasal 1 angka 1 Kep. Menkeu No.
304/KMK 01/2002, sebagaimana diubah dengan Kep. Menkeu N0.450/KMK
01/2002, yang berbunyi “lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk
umum baik secara langsung maupun melalui media elektronik dengan cara
penawaran harga secara lisan dan/ atau tertulis yang didahului dengan usaha
mengumpulkan peminat”. Sedangkan menurut Pasal 1 angka 1 Kep. Menkeu
N0.93/PMK.06/2010, lelang adalah “penjualan barang yang terbuka untuk umum
dengan penawaran harga secara tertulis dan/ atau lisan yang semakin meningkat
atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan
pengumuman lelang”.

2.3.1 Fungs Penjuaan Melalui Lelang
Lelang memiliki dua fungsi yang sifatnya privat dan lelang yang sifatnya

publik.

a.  Fungs Privat, terletak pada hakekat |elang dilihat dari tujuan perdagangan. Di
dunia perdagangan, lelang merupakan sarana untuk mengadakan perjanjian
jaual beli. Berdasarkan fungsi privat ini timbul pelayanan lelang yang dikenal
dengan lelang sukarela.

b. Fungs publik, ini tercermin dari tiga hal yatu pengamanan aset,

pengumpulan penerimaan, dan pelayanan penjualan.
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BAB I11. GAMBARAN UMUM OBJEK PRAKTEK KERJA NYATA

3.1 Sgjarah Kantor Pelayanan K ekayaan Negara dan L elang Jember

Proklamasi Kemerdekaan RI tahun 1945 memberikan perubahan dan
sistem pemerintahan baru di Indonesia, setelah meraih kemerdekaan pada tahun
1945, pemerintah menggulirkan program pengucuran atau pemberian jaminan
dana untuk kredit bagi para pengusaha kecil dalam rangka mendorong
pertumbuhan perekonomian rakyat pasca penjgahan. Kebijakan ini digariskan
oleh Panitia Pemikir Siasat Ekonomi yang didirikan oleh Muhammad Hatta pada
tahun 1946. Perkembangan, pengucuran atau pinjaman dana yang diberikan oleh
pemerintah tersebut tidak dapat dikembalikan tepat pada waktunya, bahkan dana
tersebut menjadi kredit macet. Bila keadaan tersebut tidak segera dilakukan
langkah pengamanan, maka dikhawatirkan akan sangat merugikan keuangan dan
kekayaan Negara yang sdanjutnya akan memperlambat pertumbuhan
perekonomian Negara. Atas dasar pertimbangan tersebut dan mengingat sistem
penyelesaian perkara yang ada pada saat itu berdasarkan Pasal 195 HIR tidak
mampu melakukan fungsinya dalam melakukan pengamanan terhadap keuangan
dan kekayaan Negara, maka berdasarkan Keputusan penguasa Perang Pusat
Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Kpts/Peperpu/0241/1958 tanggal 6 April
1958 dibentuk Panitia Penyelesaian Piutang Negara (P3N) dengan tugas
melakukan penyelesaian piutang Negara dengan cara parate Eksekus
(melaksanakan sendiri putusan-putusannya seperti surat paksa, sita, lelang, dan
keputusan hukum lainnya tanpa harus meminta bantuan lembaga peradilan).

Dekrit Presiden tanggal 5 juli 1959 menyatakan bahwa Negara Indonesia
kembali ke keadaan tertib sipil yang dimula pada tanggal 16 Desember 1960.
Dalam situasi tertib sipil tersebut, maka dasar hukum yang memayungi K eputusan
Penguasa Perang Pusat (Yaitu Undang-Undang Dasar Sementara 1950) menjadi
tidak berlaku lagi. Oleh karena itu seluruh Keputusan Penguasa Perang Pusat
berikut semua aturan pelaksanannya tidak akan berlaku lagi. Namun demikian,
tugas dan kewenangan P3N untuk meyelesaikan piutang Negara secara cepat dan

efisen masih dipandang relevan untuk tetap dilaksanakan. Oleh karena itu,

21
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sebelum Keputusan Penguasa Perang Pusat tersebut dicabut, maka dipandang
perlu untuk menyusun suatu ketentuan pengganti yang dapat mempertahankan
eksistensi tugas dan kewenangan pengurusan piutang Negara yang cepat dan
efisien. Pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 Pada
tanggal 14 Desember 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara. Berdasarkan
Undang-Undang tersebut pemerintah membentuk Panitia Urusan Piutang Negara
(PUPN) sebagai pengganti P3N, maka PUPN juga diberikan kewenangan Parate
Ekeskeusi dalam melaksanakan tugasnya.Pada tahun 1971 penyerahan piutang
Negara yang berasal dari kredit investasi yang cukup banyak, namun struktur
organisas dan sumber daya manusia PUPN terbatas. Oleh karenaitu, berdasarkan
Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1976 dibentuk Badan Urusan Piutang
Negara (BUPN) dengan tugas mengurus piutang Negara, sedangkan PUPN yang
merupakan panitia interdepartemental hanya menetapkan produk hukum dalam
pengurusan piutang Negara. Sebagal penjabaran Keputusan Presiden Nomor 11
Tahun 1976 tersebut, maka Menteri Keuangan mengeluarakan Surat Keputusan
Nomor 517/MK/I1V/1976 tentang susunan organisasi dan tata kerja BUPN, dimana
tugas pengurusan piutang Negara dilaksanakan oleh Satuan Tugas (Satgas)
BUPN. Peningkatan piutang Negara yang pengurusannya diserahkan kepada
BUPN menandakan makin banyaknya piutang Negara yang bermasalah (macet),
baik berasal dari perbankan yang mempunyai agunan maupun non perbankan.
Untuk mengatas permasalahan tersebut, pemerintah memandang perlu
mengeluarkan suatu kebijakan guna mempercepat proses pelunasan piutang
Negara. Untuk itu diterbitkanlah Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1991 yang
menggabungkan fungsi lelang dan seluruh aparatanya dari lingkungan Direktorat
Jenderal Pgjak ke dalam struktur organisass BUPN, sehingga terbentuklah
organisas baru yang bernama Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara
(BUPNL).

Tindak lanjut dari Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1991, Menteri
Keuangan memutuskan bahwa tugas operasiona pengurusan piutang Negara
dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara (KP3N), sedangkan
tugas operasional lelang dilakukan oleh Kantor Lelang Negara (KLN).
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Selanjutnya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 yang
ditindak lanjuti dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 2/KMK.01/2001
tanggal 3 Januari 2001, BUPLN ditingkan menjadi Direktorat Jenderal Piutang
dan Lelang Negara (DJPLN). Penyesuaian tugas dan fungsi pada kantor
operasional, maka Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara (KP3N) dan
Kantor Lelang Negara (KLN) dilebur menjadi satu dengan nama Kantor
Pengurusan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN). Pemyatuan ini dikukuhkan
dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 425/KMK.01/2002 tanggal 2
Oktober 2002 tetang Organisas dan tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Piutang dan Lelang Negara dan Kantor Pelyanan Piutang dan Lelang
Negara.

Penataan organisas di lingkungan Departemen Keuangan tergdi pada
tahun 2006 dimana fungsi Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang
digabung dengan fungsi Pengelolaan Kekayaan Negara Direktorat Pengelolaan
Barang Milik/Kekayaan Negara (PMK/LN) DJPB, sehingga Direktorat Jenderal
Piutang dan Lelang Negara (DJPLN) berubah menjadi Direktorat Jenderal
Kekayaan Negara (DJKN) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2006
tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005
tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon 1 Kementerian Republik Indonesia.
Dengan adanya perubahan organisasi tersebut, maka KP2LN berganti nama
menjadi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dengan
tambahan fungsi pelayanan di bidang kekayaan Negara dan penilaian sesual
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Instansi Vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
Hal ini merupakan hasil Reformasi Birokrasi yaitu penyatuan fungsi-fungsi ke
dalam satu unit Eselson |. Unit Kerja Kantor Pusat DJKN terdiri dari 8 unit
Eselson |I, yaitu: Sekretariat, Direktorat Barang Milik Negara, Direktorat
Kekayaan Negara Dipisahkan, Direktorat Piutang Negara dan Kekayaan Negara
Lain-lain, Direktorat Penilaian, Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan
Sistem Informasi, Direktorat Lelang, dan Direktoraa Hukum dan Hubungan
Masyarakat. Selain itu, DJKN juga mempunyai unit kerjavertikal yang terbesar di
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seluruh Indonesia, yang terdiri dari 17 Kantor Wilayah dan 70 KPKNL, yang
salah satunya adalah KPKNL Jember.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember
merupakan Instansi vertical Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang
berada di bawah koordinasi Kantor Wilayah X DJKN Surbaya dan mempunyai
wilayah kerja yang meliputi Kabupaten Jember, Kabupaten Bondowoso,
Kabupaten Situbondo, Kabupaten Probolinggo, dan Kabupaten Banyuwangi.
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember mempunyai
tugas dalam melaksanakan pelayanan di bidang pengelolaan kekayaan Negara,
piutang Negara, pelayanan penilaian, pelayanan lelang, hukum dan informasi serta
bagian umum. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember
adalah sebuah lembaga atau instansi pemerintahan yang terbentuk dari sebuah
proses transformasi dan reorganisas yang panjang dalam Departemen Keuangan
di mana KPKNL Jember merupakan penyatuan berbagai fungs pelayanan dalam
Departemen Keuangan, yaitu pelayanan dalam bidang Pengurusan Piutang
Negara, lelang, administrasi dan penilaian kekayaan Negara Republik Indonesia
yang khususnya mengurus, mengawas dan menilai kekayaan Negara di 5
Kabupaten (Bondowoso, Situbondo, Probolinggo, Banyuwangi dan Jember) di
dalam satu atap dengan harapan demi tercapainya kinerja serta pelayanan yang
lebih efektif dan efisien terkait bidang-bidang tugas tersebut. KPKNL Jember
berdiri pertama kali pada tahun 1993 dengan tiga kali perpindahan kantor, tahun
1993-1997 Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember
bertempat di Jalan Sultan Agung, kemudian pada tahun 1997-2007 bertempat di
Jalan Mastrip dan padatanggal 8 Mei 2007 hingga saat ini KPKNL Jember telah
menempati sebuah kantor yang terletak di Jalan Slamet Riyadi No. 344 A Jember.
Bangunan berdiri di atas tanah seluas 2.500 m2 dengan bangunan berlantai dua
seluas 1.000m2.

Dalam melaksankan tugasnya KPKNL Jember mempunya Visi dan Misi yang
berorientasi pada DJKN yaitu:
Vis : menjadi pengelola Negara, piutang Negara dan lelang yang professional dan

bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran;
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Mis :

a. mewujudkan optimalisasi penerimaan, efisiens pengeluaran dan efektifitas
pengel olaan kekayaan Negara;

b. mengamankan kekayaan Negara secarafisik, administrasi dan hukum;

c. mewujudkan nila kekayaan Negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan
dalam berbagai keperluan penilaian;

d. melaksanakan pengurusan piutang Negara yang efektif, efisien, transparan,
akuntabilitas; dan

e. mewujudkan lelang efektif, efisien, transparan, akuntabilitas, adil dan
kompetitif sebagai instrument jual beli yang mampu mengakomodasikan

kepentingan bersama.

3.2 Struktur Organisasi KPKNL Jember

Struktur organisai merupakan kerangka yang menunjukkan segenap fungs
serta pembagian wewenang dan tanggung jawab untuk mencapai tujuan
organisasi. Maka dari itu untuk menjadi suatu organisasi yang baik, struktur
organisasi bagi instansi mutlak diperlukan. Suatu organisasi dapat berjalan dengan
baik apabila didalam organisas itu terdapat suatu perumusan tujuan yang jelas,
pembagian tugas, delegasi kekuasaan, rentang kekuasaan, tingkat-tingkat
pengawasan, kesatuan dan tanggung jawab, serta koordinasi. Hal-hal tersebut di
bentuk untuk menghindari terjadinya tumpang tindih kekuasaan dan tanggung
jawab.
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Adapun struktur organisasi KPKNL Jember dapat digambarkan sebagai berikut :

Kepala Kantor

Sub Bagian Umum

A 4

\ 4 A 4

Seksi Seksi Seksi Seksi Seksi Hukum
Piutang Pelayanan Pelayanan Pengelolaan dan Informasi
negara Penilaian Lelang Kekayaan

negara

Gambar 3.1 Bagan Struktur Organisasi Kantor Pelayanan K ekayaan Negara dan
Lelang (KPKNL) Jember, 2015.

Sumber : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember 2015

Tugas dan wewenang dari masing-masing seksi dan struktur organisasi tersebut

adalah sebagai berikut :
a. KepalaKantor
Ikhtisar Jabatan

Melaksanakan Pelayanan di bidang Kekayaan Negara, Penilaian, Pengurusan

Piutang Negara dan Lelang.
Tujuan Jabatan

Terwujudnya pelayanan di bidang Kekayaan Negara, Penilaian, Pengurusan

Piutang Negara dan Lelang serta pelaksanaan administrasi kantor yang tertib,

transparan, dan akuntabilitas.
Tugas dan Kegiatan

1) menyelenggarakan  penetapan  status  penggunaan,  pemanfaatan,

penghapusan, dan pemindahtanganan kekayaan Negara;

2) melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan,

pengamanan, dan pemeliharaan pengelolaan kekayaan Negara;

3) menyelenggarakan inventarisasi penilaian;

4) menyelenggarakan penatausahaan, akuntansi, registrasi, dan verifik
kekayaan Negara;

5) melaksanakan pelayanan penilaian;

asi
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6) melaksanakan survel data harga pasar dalam rangka penyusunan Daftar
Komponen Penilaian Bangunan;,

7) melaksanakan usulan permintaan penggunaan jasa penilai eksternal terhadap
penilaian yang bersifat spesifik;

8) menyelenggarakan sosialisasi peraturan perundang-undangan di  bidang
penilaian;

9) menyelenggarakan urusan penerimaan/penol akan/pengembalian penyerahan
Piutang Negara sesual ketentuan yang berlaku;

10) menyelenggarakan penerbit Pernyataan Bersama (PB) atau Surat Keputusan
Penetapan Jumlah Piutang Negara (PJPN);

11) menyelenggarakan penatausahaan, pengaman dan pendayagunaan dokumen
dan fisik barang jaminandan atau harta kekayaan lain;

12) melaksanakan pencabutan pemblokiran dan pengikatan dokumen barang
jaminan;

13) menyelenggarakan penerbitan dan pemberitahuan Surat Paksa (SP) dalam
rangka penagihan piutang Negara;

14) menyelenggarakan penerbit dan pelaksanakan Surat Perintah Penyitaan
(SPP) dalam rangka penyitaan barang jaminan/harta kekayaan, milik
debitur/penanggung hutang/ahli waris/borghtocht;

15) melaksanakan penerbitan dan pelaksanaan Surat Perintah Penjualan Barang
Sitaan (SPPBS);

16) menyelenggarakan penjuaan tidak melaui lelang atas barang jaminan;

17) menyelenggarakan penerbitan dan pelaksanaan Surat Perintah Pemeriksaan
atas diri dan harta kekayaan milik debitur/penanggung hutang/borghtocht;

18) melaksanakan penerbitan dan pelaksanaan Surat Perintah Pengangkatan Sita
(SPPS);

19) menyelenggarakan penyerahan dokumen asli barang jaminan berikut
pengikatannya;

20) menyelenggarakan  usulan  pencegahan/  perpanjangan/  pencabutan
pencegahan bepergian ke luar negeri atas debitur/ penaggung hutang/
kuasanya/ ahli waris/ borgtocht;
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21) menyelenggarakan usulan permohonan keringanan jangka waktu dan/atau
jumlah hutang, usul pencegahan dan penyanderaan penaggung hutang dan
atau penjamin hutang serta data usul penghapusan piutang Negara;

22) menyusun penyelenggaraan pelaksanaan Paksa Badan;

23) mengkoordinasikan penggalian potensi piutang Negar;.

24) melaksanakan Inventarisasi piutang Kementerian Negara/Lembaga yang
belum diserahkan kepada PUPN;

25) melaksanakan permintaan dokumen asli barang jaminan dan pernyataan
kesanggupan penyerahan piutang;

26) menyelenggarakan inventarisasi dokumen asli barang jaminan;

27) menyelenggarakan pendayagunaan barang jaminan;

28) menyelenggarakan pemeriksaan terhadap Barang Jaminan dan Harta
Kekayaan lain milik Penaggung Hutang/Penjamin Hutang;

29) menyelenggarakan pengurusan perpanjangan atau penggantian dokumen
barang jaminan;

30) mengusulkan pemblokiran barang jaminan kepada instansi berwenang
dalam rangka pengamanan;

31) mengusulkan permintaan pencabutan pemblokiran barang jaminan kepada
instansi yang berwenang;

32) menetapkan jadwal pelaksanaan lelang;

33) menyelenggarakan analisis kelengkapan dokumen lelang;

34) menyelenggarakan pelayanan informas  yang berkaitan dengan
permasal ahan di bidang lelang;

35) menyelenggarakan pembuatan Kutipan, Salinan, dan Grosse Risalah Lelang;

36) menyelenggarakan pembukuan dan pelaporan hasil lelang;

37) melaksanakan penggalian potensi lelang;

38) menyelenggarakan penyagjian informasi di bidang pengolahan kekayaan
Negara, penilain, piutang Negara dan lelang;

39) melaksanakan pemberian pertimbangan dan bantuan hukum di bidang
pengel olaan kekayaan Negara, penilaian, piutang Negara dan |elang;
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40) menyelenggarakan verifikas dan pembukuan penerimaan pembayaran
piutang Negara dan hasil lelang;

41) menyelenggarakan administras Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan
Lelang;

42) menyusun evaluasi rencana strategik, rencana kerja, LAKIP, Laporan
Berkala dan Penetapan Kinerja Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
(KPKNL); dan

43) menyusun pelaksanaan tindak lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
dan aparat pengawasan fungsiona dan pengawasan masyarakat.

b. Seks Bagian Umum
Subbagian Umum mmepunyal tugas urusan kepegawaian, keuangan,
perlengkapan, protokol, tata usaha, dan rumah tangga, serta penatausahaan,
pengamanan, dan pengawasan barang milik Negara di lingkungan kantor
wilayah. Adapun tugas subbagian umum:
1) Subbagian kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian;
2) Subbagian keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan; dan
3) Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunya tugas melakukan

urusan tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga, serta penatausahaan,
pengamanan, pengawasan Barang milik Negara di lingkungan KPKNL.

c. Seks Bagian Pengelolaan Kekayaan Negara
Bidang Pengelolaan Kekayaan  Negara mempunyai tugas melakukan
penyimpanan bahan pelaksanaan penetapan status penggunaan, pemanfaatan,
pengamanan dan pemeliharaan,penghapusan, penandatanganan, bimbingan
teknis, pengawasan dan pengendalian, penatausahaan dan akuntasi serta
penyusunan daftar barang milik Negara/kekayaan Negara.

d. Seks Penilaian
Seksi penilaian mempunyai tugas melakukan penilaian yang meliputi
identifikasi permasalahan, survei pendahuluan dan analisis data, penerapan
metode penilaian, rekonsiliasi nilai, kesimpulan nilai dan laporan penilaian
terhadap objek-objek penilaian sesuia dengan ketentuan, serta penyusunan

basis data penilaian.
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e. Seks Piutang Negara
Seksi piutang Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penetapan
dan penagihan piutang Negara serta pemeriksaan kemampuan penanggung
hutang dan/atau penjamin hutang, pemblokiran, pelaksaan PYPJPN, pemberian
pertimbangna keringanan hutang, pengusulan pencegahan keluar wilayah RI,
pengusulan dan pelaksanaan paksa badan,penyigpan  pertimbangan
penyelesaian atau penghapusan piutang Negara, usul pemblokiran surat
berharga milik penanggung atau penjamin hutang yang diperdagangkan di
bursa efek, usul untuk memperoleh keterangan mengenai simpanan nasabah
debitur, pengelolaan dan pemeriksaan barang jaminan milik penanggung
hutang.

f. Seks Pelayanan Lelang
Seks pelayanan lelang mempunya tugas melakukan pemeriksaan dokumen
persyartan lelang, penyiapan dan pelaksanaan lelang, serta penatausahaan
menata risalah lelang, pembuatan salinan, kutipan, dan grosse risalah lelang,
penatausahaan, hasil lelang,penggalian potensi lelang, pelaksanaan lelang
kayu kecil PT. Perhutani (persero) dan penatausahaan bea lelang Pengadaian.

0. Seks Hukum dan Infromasi
Seksi hukum dan informasi mempunyai tugas melakukan penanganan perkara,
pengelolaan dan pemeliharaan perangkat, jaringan, infrastruktur teknologi
informasi dan komunikasi, penygian informasi dan hubungan kemsyarkatan,
implementasi sistem aplikasi, penyigpan bahan penyusunan rencana strategik,
laporan akuntabilitas dan laporan tahunan, penatausahaan berkas kasus piutang
Negara, serta verifikas penerimaan pembayaran piutang Negara dan hasil
lelang.

h. Seksi Kepatuhan Internal
Seksi kepatuhan internal mempunyai tugas melakuan pemantauan
pengendalian intern, pengelolaan kinerja, pengelolaan resiko, kepatuhan
terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta
perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis.
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3.3 Kegiatan Pokok Instansi

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember
mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan Negara, penilaian,
piutang Negara, dan Pelaksanaan lelang. Sejalan dengan program reformasi
birokras Departemen Keuangan, pada pelaksanaan tugas tersebut dituntut adanya
pengelolaan yang professional, transparan, dan akuntabilitas guna
terselenggaranya prinsip-prinsip pemerintahan yang bailk (good govermance).
Salah satunya adalah pelaksanaan inventarisasi dan penilaian yang telah
ditetapkan oleh Kantor Pusat DJKN.

3.4 Kegiatan Bagian yang Dipilih

Kegiatan yang di lakukan selama Praktek Kerja Nyata di Kantor
Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember mencakup tiga bagian
yaitu bagian Seks Pelayanan Lelang, Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara, dan
Seksi Penilaian.

Penulis memfokuskan objek Praktek Kerja Nyata pada seksi pelayanan
lelang. seksi pelayanan lelang merupakan salah satu pelayanan pada Kantor
Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang memiliki tugas dalam pelaksanaan
lelang. Seks pelayanan lelang dalam melaksankan lelang melakukan beberapa
kegiatan diantaranya meneliti dokumen yang digjukan oleh pemohon lelang
sebagal persyaratan lelang, mengusulkan jadwal lelang kepada kepala kantor,
penunjukan pegjabat lelang dan pendampingnya, dan membuat risalah lelang yang

terdiri dari minuta, kutipan, salinan, dan grosse risalah lelang.
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BAB Il. TINJAUAN PUSTAKA

21  Pengertian Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah aktivitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan.
Pelaksanaan atau implementation adalah suatu proses rangkaian kegiatan tindak
lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas
pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasiona atau
kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapal sasaran dari program yang
ditetapkan semula.

Ekhardhi.blogspot.com/2010/12/pel aksanaan.html?m=1. [05 April 2015]

Dari pengertian yang dikemukakan diatas dapat disimpulkan bahwa pada
dasarnya pelaksanaan suatu program yang telah ditetapkan oleh pemerintah harus
sgialan dengan kondis yang ada. Pelaksanaan tidak lain merupakan upaya untuk
menjadikan perencanaan atau planning menjadi kenyataan, dengan melalui
berbagai pengarahan dan pemotivasian agar setiap karyawan dapat melaksanakan
kegiatan secara optimal sesual dengan peran, tugas dan tanggung jawabnya. Hal
yang penting untuk diperhatikan dalam pelaksanaan ini adalah seorang karyawan
akan termotivasi mengerjakan sesuatu jika:

a. merasa yakin akan mampu mengerjakan;

b. yakin bahwa pekerjaan tersebut memberikan manfaat bagi dirinya;

c. tidak sedang dibebani oleh masalah pribadi atau tugas lain yang lebih penting
dan mendesak; dan

d. tugas tersebut merupakan kepercayaan bagi yang bersangkutan.

2.2  Pengertian Kredit

Kredit menurut Gatot Supramono (2009:152) adalah “penyediaan uang
atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau
kesepakatan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu
tertentu dengan pemberian bunga”.

Istilah kredit bukan hal yang asing lagi dalam kehidupan sehari-hari di
masyarakat. Berbagai macam transaksi sudah banyak dijumpa seperti jual beli
barang dengan cara kredit. Jual beli tersebut tidak dilakukan secara tunai
(kontan/cash), tetapi pembayaran harga barang dilakukan dengan angsuran. Selain
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itu dijumpa pula banyak warga masyarakat yang menerima kredit dari koperasi
maupun bank untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, mereka pada umumnya
mengartikan kredit sama dengan utang karena setelah jangka waktu tertentu
mereka wajib membayar dengan lunas tanggungan mereka pada pihak yang
memberikan kredit atau biasa disebut kreditur dan pihak yang menerima pinjaman
kredit disebut debitur.

2.2.1 Pengertian Kredit Macet

Kredit macet menurut Gatot Supramono (2009:269) adalah “ kredit atau
utang yang tidak dapat dilunasi oleh debitur karena sesuatu alasan sehingga bank
selaku kreditur harus menyelesaikan masalahnya kepada pihak ketiga atau
melakukan eksekusi barang jaminan”.

Para nasabah yang telah memperoleh fasilitas kredit dari bank tidak
seluruhnya dapat mengembalikan utangnya dengan lancar sesuai dengan waktu
yang diperjanjikan. Pada kenyataanya di dalam praktik selalu ada sebagian
nasabah yang tidak dapat mengembalikan pinjaman kepada bank yang telah
memberikan jasa kredit. Keadaan yang demikian apabila ditinjau dari segi hukum
perdata disebut wanprestasi (ciderajanji).

2.2.2 Penyelesaian Sengketa Kredit Macet
Penyel esaian pembayaran atau pelunasan atas nasabah wanprestasi karena
terjadinya kredit macet bisa melakukan dengan tiga cara yaitu penyelesaian
pembayaran berdasar pada Pasal 1131 KUH Perdata, melalui proses litigasi, dan
melalui eksekusi.
a. Pemenuhan pembayaran, berdasarkan Pasal 1131 KUH Perdata
Pasal 1131 KUH Perdata menyelesaikan sengketa kredit macet dengan
menjadikan benda atau objek debitur sebagai jaminan bersama bagi semua
kreditur, sehingga nantinya pemenuhan pengembalian uang yang akan diterima
kreditur akan seimbang, kecuali krediturnya hanya perorangan sgja maka dapat
mengambil seluruh hasil penjualan objek sitaan.
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b. Cara pemenuhan melalui proses litigas
Proses litigasi adalah Pemenuhan atau penyel esaian sengketa atas kredit macet
melalui pengajuan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri yang nantinya pihak
kreditur bisa meminta Pengandilan Negeri untuk memberikan sitajaminan atas
kekayaan debitur agar barang jaminan tersebut tidak dihilangkan selama proses
persidangan.

c. Melakukan eksekusi atas pembayaran pemenuhan utang.
Proses ligitass memakan waktu yang cukup lama sehingga banyak pihak
kreditur yang menggunakan eksekusi sebagai pemenuhan atas kewajiban dari
pihak kreditur yang salah satunya dengan melakukan lelang eksekusi objek hak

tanggungan.

2.3  Pengertian Lelang

Pengertian lelang menurut M. Yahya Harahap (2005 : 115) adalah
“penjualan barang di muka umum atau penjualan barang yang terbuka untuk
umum”. Pengertian |elang tersebut kemudian diperjelas oleh Pasal 1 angka 1 Kep.
Menkeu No. 304/KMK 01/2002, sebagaimana diubah dengan Kep. Menkeu
No0.450/KMK 01/2002, yang berbunyi “lelang adalah penjualan barang yang
terbuka untuk umum baik secara langsung maupun melalui media elektronik
dengan cara penawaran harga secara lisan dan/ atau tertulis yang didahului dengan
usaha mengumpulkan peminat”. Sedangkan menurut Pasal 1 angka 1 Kep.
Menkeu N0.93/PMK.06/2010, lelang adalah “penjualan barang yang terbuka
untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/ atau lisan yang semakin
meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan
pengumuman lelang”.

2.3.1 Fungs Penjuaan Melalui Lelang
Lelang memiliki dua fungsi yang sifatnya privat dan lelang yang sifatnya

publik.

a.  Fungs Privat, terletak pada hakekat |elang dilihat dari tujuan perdagangan. Di
dunia perdagangan, lelang merupakan sarana untuk mengadakan perjanjian
jaual beli. Berdasarkan fungsi privat ini timbul pelayanan lelang yang dikenal
dengan lelang sukarela.

b. Fungs publik, ini tercermin dari tiga hal yaitu pengamanan aset,

pengumpulan penerimaan, dan pelayanan penjualan.
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1) mengamanakan aset yang dimiliki atau dikuasa Negara untuk
meningkatkan efisiensi dan tertib administrasi pengelolaan aset Negara;

2) mengumpulkan penerimaan Negara dalam bentuk bea lelang; dan

3) pelayanan penjualan barang mencerminkan wujud keadilan sebagai bagian
dari sistem hukum acara di samping eksekus Panitia Uruan Piutang
Negara (PUPN), Pajak, dan Perum Pegadaian.

2.3.2 Subjek Penjualan Lelang
Daam pelaksanaan penjualan secara lelang terdapat beberapa subjek yang

secara langsung terkait dengan pelaksanaan lelang tersebut yaitu: pemohon lelang,

pesertalelang, pembeli lelang dan pejabat 1elang.

a. Pemohon Lelang
Pemohon lelang adalah orang yang berbadan hukum yang mengajukan
permohonan ke kantor lelang agar barang yang dimiliki dapat dilelang. Penjua
dapat berstatus pemilik barang, kuasa pemilik barang, atau orang/badan hukum
yang oleh Undang-Undang yang berlaku diberikan wewenang untuk menjual
barang melalui pelelangan.

b. PesertaLelang
Peserta lelang adalah perorangan atau badan usaha yang menjadi
peserta/pembeli lelang kecuali yang nyata-nyata dilarang oleh peraturan yang
berlaku, seperti Hakim, Jaksa, Pengacara, Pgjabat Lelang, Juru Sita, Notaris,
dan yang terkait daam pelaksanaan lelang (Pasal 49 Peraturan Menteri
Keuangan Republik Indonesia No.40/PMK.07/2006).

c. Pembeli Lelang
Pembeli lelang adalah orang atau badan yang menunjukkan penawaran
tertinggi yang mencapai atau melampaui nilai limit yang disahkan sebagai
pemenang lelang. Pembeli Ielang wajib membayar harga Ielang, bea lelang,
dan uang miskin serta pemungutan lainnya, apabila pembeli tidak memenunhi
kewajibannya maka pembeli tidak diperbolehkan mengikuti lelang di seluruh
wilayah Indonesia dalam waktu 6 (enam) bulan, hal tersebut tercantum dalam
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pasad 50 Ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
N0.40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

d. Pegjabat Lelang
Pegjabat lelang adalah orang yang khusus diberi wewenang oleh Menteri
Keuangan, kewenangan yang diberikan kepadanya untuk melaksanakan
penjualan barang secara lelang berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2.3.3 Macam-Macam Lelang
Berdasarkan PMK Nomor 93/PMK.06/2010 lelang dibedakan menjadi dua
macam, yaitu Lelang Eksekusi dan Lelang Noneksekusi.
a. Lelang Eksekusi
Lelang eksekus adalah lelang untuk melaksanakan putusan/penetapan
pengadilan atau dokumen-dokumen lain yang sesual dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, dipersamakan dengan itu, dalam rangka
membantu penegakan hukum, yang termasuk dalam lelang eksekusi antara
lain: lelang sitaan PUPN, lelang eksekusi Pengadilan Negeri, lelang eksekusi
paak, lelang harta pailit, lelang pasal 6 UUHT, lelang DJBC, lelang sitaan,
lelang rampasan, |elang barang temuan dan lelang fidusia.
1) Lelang Sitaan Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)
Lelang yang dilaksanakan terhadap barang-barang sitaan Panitia Urusan
Piutang Negara (PUPN) yang merupakan jaminan hutang di bank-bank
Pemerintah,;
2) Lelang Eksekusi Pengadilan Negeri
Lelang untuk melaksanakan putusan hakim Pengadilan Negeri dalam
perkara perdata, termasuk |elang Undang-Undang Hak Tanggungan;
3) Lelang Eksekusi Pajak
Lelang yang dilakukan terhadap barang-barang wajib pgjak yang telah disita
untuk membayar hutang pajak kepada Negara;
4) Lelang Harta Pailit
Lelang barang-barang atau harta kekayaan seseorang yang telah
dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri;
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5) Lelang berdasar Pasal 6 UUHT (Undang-Undang Hak Tanggungan)
Lelang barang-barang atau harta kekayaan debitur yang telah diserahkan
kepada kreditur yang diikat dengan hak tanggungan karena debitur
dipandang ciderajanji (wanprestasi);

6) Lelang Barang-Barang yang Tidak Dikuasal / Dikuasai Negara (Direktorat
Jendral Bea Cukai/ DIJBC)
Lelang barang-barang yang oleh pemiliknya atau kuasanya tidak
diselesaikan administrasi pabeannya;

7) Lelang Barang Sitaan Berdasarakan Pasal 45 KUHAP
Lelang barang yang disita sebagai barang bukti dalam perkara pidana;

8) Lelang Rampasan
Lelang barang bukti yang dinyatakan dirampas untuk Negara berdasarkan
putusan Pengadilan Negeri, misanya dat yang dipaka untuk melakukan
kejahatan, barang selundupan dan barang yang berhubungan dengan tindak
kriminal;

9) Lelang Barang Temuan
Lelang barang-barang hasil temuan yang diduga berasal dari tindakan
pidana, dan setelah diumumkan dalam waktu yang ditentukan tidak ada
pemiliknya; dan

10) Lelang Fidusia
Lelang barang yang telah diikat dengan fidusia karena debitur dipandang
ciderajanji (wanprestasi). Lelang Eksekusi Benda sitaan Berdasar Pasal 18
ayat (2) Undang-Undang Nomor 31.
b. Lelang Noneksekusi

Lelang noneksekusi ada dua yaitu lelang noneksekusi wajib dan lelang

noneksekusi sukarela. Lelang noneksekus wajib adalah lelang untuk

melaksanan penjualan barang yang oleh peraturan perundang-undangan

diharuskan dijual secara lelang. Sedangkan lelang noneksekusi sukarela adalah

lelang atas barang milik swasta, orang atau badan hukum/badan usaha yang di

lelang secara sukarela. Berikut bebrapa macam lelang noneksekusi antaralain:
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1) Lelang Noneksekusi Wajib Barang Milik Negara/Daerah;

2) Lelang Noneksekusi Wajib Barang Dimiliki Negara Direktorat Jenderal Bea
Cukai (Bukan penghapusan inventaris);

3) Lelang Noneksekusi Wajib Barang Milik BUMN/BUMD Nonpersero; dan

4) Lelang Noneksekusi Wgjib Kayu dan Hasil Hutan Lainnya Dari Tangan
Pertama.

2.3.4 Dokumen Persyaratan Lelang
Dokumen dalam persyaratan lelang terdiri dari dokumen lelang yang
bersifat umum dan dokumen lelang yang bersifat khusus.
a. Dokumen Persyaratan Lelang yang Bersifat Umum
1) Salinan/fotokopi Surat Keputusan penunjukan penjalan;
2) Syarat lelang dari penjual (apabilaada); dan
3) Daftar barang yang akan dijual.
b. Dokumen Persyaratan Lelang yang Bersifat Khusus
1) Lelang Barang Milik Pemerintah Pusat/Daerah
Salinan/fotokopi surat Keputusan Penghapusan dari Menteri/Ketua
Lembaga/K epala Daerah/Pgjabat yang bersangkutan.
a) Salinan/fotokopi Surat Keputusan tentang pembentukan Panitia Lelang
b) Adli/fotokopi Bukti Kepemlikan hak.
2) Lelang Barang Milik BUMN/BUMD
a) Salinan/fotokopi Surat Keputusan Persetujuan Penghapusan Barang dari
Menteri/Dewan  Komisaris atau Kepala Daerah/DPRD  yang
bersangkutan;
b) Salinan/fotokopi Surat Keputusan Penghapusan dari Direksi/Kepaa
Dagerah;
c) Salinan/fotokopi Surat Keputusan tentang Pembentukan Panitia Lelang;
d) Adli/fotokopi Bukti Kepemlikan hak.
3) Lelang Barang Tidak Dikuasai/Dimiliki Negara (Bea dan Cukai)
a) Salinan Surat Keputusan Kantor Pelayanan Bea dan Cuka tentang
penjualan barang tidak dikuasai/dikuasai/dimiliki Negara;


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

12

b) Salinan/fotokopi Surat Keputusan tentang Pembentukan Panitia Lelang;
c) Adli/fotokopi Bukti Kepemlikan hak; dan
d) Adli/fotokopi Surat Keputusan Persetujuan Menteri Keuangan (khusus
lelang barang milik negara).
4) Lelang Eksekusi Pengadilan Negeri
a) Salinan/fotokopi putusan atau penetapan pengadilan;
b) Salinan/fotokopi penetapan aanmaning atau teguran dari Ketua
Pengadilan Negeri;
c) Salinan/fotokopi penetapan sita oleh Ketua Pengadilan Negeri;
d) Salinan/fotokopi Berita Acara Sita;
e) Salinan/fotokopi perincian utang/jumlah yang harus dipenuhi;
f) Salinan/fotokopi pemberitahuan lelang kepada termohon eksekusi; dan
g) Bukti kepemilikan atas barang yang akan dilelang.
Dalam hal bukti kepemilikan tidak dikuasai, harus ada pernyataan tertulis
dari penjuaan bahwa barang-barang tersebut tidak disertai bukti
kepemilikan dengan diserta alasan.
5) Lelang Eksekusi PUPN
a) Tambahan/Surat Keputusan Pembetulan/Surat Keputusan Keberatan/atau
Putusan Banding;
b) Salinan/fotokopi Surat Teguran;
c) Salinan/fotokopi Surat Paksa;
d) Salinan/fotokopi Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan;
e) Salinan/fotokopi berita acara pelaksanaan sita;
f) Perincian jumlah tagihan pajak yang terakhir dan biaya penagihan; dan
g) Bukti kepemilikan atas barang yang akan dilelang.
6) Lelang Eksekusi Pajak
a) Salinan/fotokopi Surat Tagihan Pgjak Bumi dan Bangunan/Surat Tagihan
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan/Surat Ketetapan Pajak
Kurang Bayar, Surat Ketetapan BPHTB kurang Bayar/Surat Ketetapan
pajak kurang Bayar Tambahan/Surat Ketetapan BPHTB Kurang Bayar
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Tambahan/Surat Keputusan Pembetulan/Surat K eputusan K eberatan/atau
Putusan Banding;
b) Salinan/fotokopi Surat Teguran;
c) Salinan/fotokopi Surat Paksa;
d) Salinan/fotokopi Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan;
e) Salinan/fotokopi berita acara pelaksanaan sita;
f) Perincian jumlah tagihan pajak yang terakhir dan biaya penagihan;
g) Bukti kepemilikan atas barang yang akan dilelang.
7) Lelang Eksekus Harta Pailit
a) Salinan/fotokopi putusan pailit dari Pengadilan Negeri;
b) Surat pernyataan dari BHP/Kurator yang akan bertanggung jawab apabila
terjadi gugatan perdata atau tuntutan perdana; dan
c) Bukti kepemilkan atas barang-barang yang akan dilelang.
8) Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Berdasarkan Pasa 6 UU No. 4 Tahun
1996 tentang Hak Tanggungan.
a) Salinan/fotokopi Perjanjian Kredit;
b) Salinan/fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan (APHT);
c) Salinan/fotokopi bukti bahwa debitur wanprestas yang dapat berupa
Peringatan maupun penyitaan dari pihak kreditur;
d) Surat pernyataan dari krediur yang akan bertanggung jawab apabila
terjadi gugatan perdata atau tuntutan pidana; dan
€) Adli/fotokopi bukti kepemilikan hak.
9) Lelang Fudisia
a) Salinan/fotokopi Perjanjian Fudisia;
b) Salinan/fotokopi sertifikat Fudisia (SF) dan Pemberian Hak Fudisia
(PHF);
c) Salinan/fotokopi bukti bahwa debitur wanprestasi, berupa peringatan
(somasi) maupun penyitaan dari pihak kreditur;
d) Surat pernyataan dari kreditur, bahwa barang-barang yang akan dilelang
berada atau tidak berada dalam penguasaan kreditur; dan
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€) Surat pernyataan dari kreditur, bahwa kreditur akan bertanggung jawab
apabilaterjadi gugatan perdata atau tuntutan pidana.

Lelang Barang Rampasan

a) Salinan/fotokopi Putusan Pengadilan;

b) Salinan/fotokopi Surat perintah melaksanakan penyitaan;

c) Salinan/fotokopi berita acara;

d) Salinan/fotokopi surat perintah lelang dari kejaksaan; dan

€) Bukti kepemilikan barang yang akan di lelang.

Lelang Barang sitaan berdasarkan Pasal 45 KUHP

a) Sailinan/fotokopi surat izin penyitaan dari pengadilan;

b) Salinan/fotokopi surat perintah melaksanakan penyitaan;

c) Salinan/fotokopi berita acara sita;

d) Persetujuan dari tersangka atau surat pemberitahuan lelang dari
tersangka; dan

e) lzin lelang dari ketua pengadilan atau hakim yang menyidangkanperkara
dalam hal perkara sudah dilimpahkan ke pengadilan.

Lelang Barang Temuan

a) Salinan/fotokopi berita acaratemuan;

b) Pengumuman barang temuan; dan

c) Salinan/fotokopi surat keputusan penjual an barang temuan.

Lelang Kayu dan Hasil Hutan

a) Jadwal Lelang

b) Daftar Kapling.

Lelang Piutang dan Salinan

a) Salinan/fotokopi bukti adanya piutang atau bukti adanya kepemilikan
saham;

b) Daftar piutang atau saham yang akan di |elang di buat secararinci dan
sekurang-kurangnya memuat :
(1) Namadibitur/pihak yang berutang atau nama pemilik saham;
(2) Jumlah piutang atau saham; dan
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(3) Dasar/das hukum terjadinya piutang dan terjadinya kepemilikan
saham.
15) Lelang Sukarela

a) Surat kuasa untuk menjual dari pemilik, apabila penjua bukan pemilik;

b) Surat pernyataan dari pemilik bahwa barang itu tidak dalam sengketa;

c) Surat pernyataan dari penjua yang akan bertanggung jawab apabila ada
gugatan perdata atau tuntutan pidana; dan

d) Adli atau fotokopi bukti kepemilikan.

2.4 Pengertian Eksekus

Eksekusi menurut M.Y ahya Harahap (2005 : 1) adalah “suatu tindakan
hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu
perkara merupakan aturan dan tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan perkara.
Oleh karena itu, eksekusi tiada lain dari pada tindakan yang berkesinambungan
dari keseluruhan proses hukum acara perdata”.

Para sarjana pada umumnya mengartikan eksekusi sebagai pelaksanaan

putusan pengadilan (hakim). Rumusan demikian ini tidak tepat. Dipandang dari
segi objeknya, eksekusi tidak hanya berobjekkan putusan hakim, misanya
eksekusi objek hak tanggungan sebagaimana yang kita bicarakan kali ini.
Sehubungan dengan itu, maka diperlukan definisi baru tentang eksekusi. Istilah
eksekusi menurut Hukum Eksekus diartikan sebaga upaya paksa untuk
merealisasi hak kreditur karena pihak debitur/terhukum tidak mau secara sukarela
memenuhi kewajibannya atau upaya paksa untuk merealisasi sanksi sesuai dengan
peraturan yang berlaku. Secara singkat, menurut Hukum Eksekusi, istilah
eksekus mengandung makna sebagai suatu upaya paksa untuk mereaisasi hak
dan/atau sanksi. Berdasarkan pengertian tersebut dapat ditarik beberapa unsur dari
eksekusi yaitu upaya paksa, untuk merealisasi, hak ,dan sanksi.
a. Upaya Paksa
Upaya paksa mengandung makna bahwa dalam eksekusi selau terkandung
unsur paksaan, dengan kata lain dalam eksekus selalu terdapat paksaan atau
kekerasan, yaitu paksaan atau kekerasan menurut hukum. Apabila dalam
merealisasi hak atau sanksi tidak ada unsur paksaan atau kekerasan, maka hal
tersebut bukan eksekusi, melainkan pelaksanaan secara sukarela.
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b. Meredlisas
Meredlisasi berarti tujuan eksekusi adalah untuk merealisas hak atau sanks,
Jadi berbeda dengan ketentuan hukum materiil yang diadakan dengan tujuan
untuk memberikan pedoman tentang siapa yang berhak dan sanksi yang
mengikutinya apabila terjadi pelanggaran hak. Tujuan eksekusi tersebut juga
berbeda dengan tujuan berperkara di muka hakim yang prosedurnya diatur
dalam hukum acara. Putusan hakim berguna untuk memberikan kepastian hak
serta jenis dan beratnya sanksi. Berdasar uraian tersebut dapat disimpulkan
bahwa menurut hukum materiil, seseorang mempunyal hak, selanjutnya apabila
haknya dilanggar oleh orang lain maka disediakan ketentuan hukum acara yang
mengatur tata cara penegakan hak yang dilanggar tersebut. Menurut hukum
acara orang yang merasa haknya dilanggar tersebut dapat menuntut di
pengadilan supaya haknya dikuatkan dan si pelanggar dijatuhi sanksi. Putusan
hakim yang mengabulkan gugatan dalam perkara ini tidak lain daripada
memperkuat hak orang yang bersangkutan dan sekaligus menjatuhkan sanksi
terhadap s pelanggar hak. Namun hak yang ditetapkan oleh hukum materiil
dan kemudian dikuatkan oleh hukum acara (melalui putusan hakim) tersebut
tidak ada artinya apabila hak tersebut tidak dapat diredlisasi. Ketentuan
mengenai realisas paksa hak atau sanksi ini ditemukan pengaturannya dalam
hukum eksekusi.

c. Hak
Hak di sini diartikan sebagai kewenangan yang dimiliki seseorang yang
mewagjibkan orang lain untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu terhadap
dirinya. Pengertian hak di sini dibatasi pada hak menurut hukum atau hak yang
mendapat perlindungan hukum, baik menurut hukum materiil maupun hukum
acara (berdasar putusan hakim).

d. Sanks
Sanks diartikan sebagai (ancaman) penderitaan yang dikenakan terhadap
seseorang yang tidak memenuhi kewgjiban hukumnya. Sanksi yang direalisasi
dalam eksekusi bersumber pada ketentuan hukum materiil (perdata, pidana,

tata negara maupun adminitrasi negara), putusan hakim dan/ atau perjanjian.
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25 Pengertian Hak Tanggungan

Hak tanggungan menurut Sutarno (2003 : 151) ““adalah hak jaminan yang
dibebankan pada hak atas tanah sebagaiana dimaksud dalam undang-undang
nomor 5 tahun 1966 tentang peraturan dasar pokok-poko agrarian, berikut atau
tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu-kesatuan dengan tanah itu,
untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan
kepada kreditur tertentu terhadap kreditur lain”. Dari pengertian tersebut maka
dapat diuraikan elemen atau unsur-unsur pokok hak tanggungan :

1. Hak tanggungan adal ah hak jaminan untuk pelunasan hutang;

2. Utang yang dijamin jumlahnya tertentu,

3. Objek hak tanggungan adalah hak-hak atas tanah sesuai undang-undang pokok
agrarian yaitu hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha dan hak pakai;

4. Hak tanggungan dapat dibebankan terhadap tanah berikut benda yang berkaitan
dnegan taah atau hanyatanah sgja; dan

5. Hak tanggungan memberikan hak prefen atau hak diutamakan kepada kreditur
tertentu terhadap kreditur lain.

2.5.1 Objek Hak Tanggungan
Objek hak tanggungan adalah barang jaminan yang mengjadi objek atas hak
tangungan.
a. Syarat Objek Hak Tanggungan.
Pada dasarnya tanah yang akan dijadikan jaminan atas suatu utang dengan
dibebani hak tanggungan, benda yang bersangkutan harus memenuhi syarat-
syarat sebagal berikut :
1) Dapat dinilai dengan uang, karena utang yang dijamin berupa uang;
2) Termasuk hak yang didaftar dalam daftar umum karena memenuhi syarat
publisitas;
3) Mempunyai sifat dapat dipindahtangankan, karena apabila debitur cidera
janji maka objek/barang yang dijadikan jaminan akan dijual dimuka umum;
4) Memerlukan Penunjukan dengan Undang-undang.
b. Jenis Objek Hak Tanggungan
Objek hak hak tanggungan menurut Pasal 4, disesuaikan secara terbatas dengan
Pasal 16 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA No. 5 Tahun 1960).
Sehubungan dengan itu, bertitik tolak dan merujuk kepada Pasal 16 UUPA
tersebut, hak yang dapat dijadikan objek hak tanggungan terdiri dari :
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1) Hak Milik (HM)
2) Hak Guna Usaha (HGU)
3) Hak Guna Bangunan (HGB)
4) Hak Pakai (HP)

c. Objek Hak Tanggungan atas Harta Bersama.
Apabilatanah yang dijadikan sebagai objek hak tanggungan (HT) adalah harta
bersama istri, maka pembebanananya harus tunduk pada Pasal 36 UU No. 1
Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi : “Mengenai harta bersama,
suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak”. Bertitik
tolak dari ketentuan pasa ini, jika suami atau istri hendak menjadikan tanah
harta bersama sebagai objek HT untuk menjamin suatu kredit, agar
pembebanan hak tanggungan /HT sah menurut hukum, harus ada persetujuan
kedua belah pihak. Kalau yang membebaninya hanya sepihak atau hanya suami
atau istri sgja, pihak yang lain dapat mengajukan gugatan atau perlawanan
(verzet) untuk membatalkan perjanjian hak tanggungan/HT maupun untuk
menuntut pembatalan penjualan lelang yang dilakukan terhadap tanah rersebui.

2.5.2 ProsesTitel Eksekutorial padaHak Tanggungan (HT)

Untuk menjelaskan eksekusi hak tanggungan/ HT, perlu diketahui lebih
dahulu tata cara proses yuridis dan administrative melekatnya titel eksekutorial
pada hak tanggungan.

a. Perjanjian Kredit dengan Klausial Pemberian Hak Tanggungan

Prosedur pada tahap perjanjian kredit adalah :

1) Debitur berjanji dan menyepakati memberikan hak tanggungan dimana
dalam tahap ini terjadi perjanjian pokok yang berdasar pada Pasal 10 ayat 1
serta perjanjian hak tanggungan.

a) Perjanjian Pokok
Perjanjian ini berfungsi sebagai dokumen pertama untuk membuktikan

adanya perjanjian utang.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

19

b) Pasal 10 Ayat 1
Menurut Pasal 10 ayat (1), eksistens janji memberikan hak tanggungan
dalam perjanjian utang (kredit) merupakan bagian tak terpisahkan dari
perjanjian pemberian hak tanggungan.
¢) Perjanjian Hak Tanggungan Bersifat Accessoir
Hak tanggungan tidak bisa berdiri sendiri, tetapi merupakan ikutan dari
perjanjian pokok yakni perjanjian yang memberikan jaminan atas
pelunasan utang yang disebut dalam perjanjian pokok.
2) Bentuk perjanjian pokok yang berisi pemberian hak tanggungan/ HT
Perjanjian pemberian hak tanggungan menurut Pasal 10 ayat (1) yaitu :
a) Dapat berbentuk akta di bawah tangan (underhandse akte).
b) Dengan akta autentik (authentieke akte)
3) Pembuatan dapat di dalam maupun diluar negeri
Hak tanggungan yang dibuat di dalam negeri tidak disyaratkan validitas atau
keabsahannya, meskipun dibuat di luar negeri.
4) Subjek atau pihak
Pihak yang dapat memperoleh hak tanggungan adalah :
a) Perseorangan (natural person)
b) Badan hukum (legal entity)
¢) Perorangan atau badan hukum asing dengan syarat kredit yang
bersangkutan dipergunakan untuk pembangunan di wilayah NKRI.
b. Pembuatan akta pemberian hak tanggungan
Pemberian hak tanggungan dilakukan dengan pembuatan APHT yang dibuat
oleh PPAT, dengan demikian, APHT berfungs sebagai bukti tentang
pemberian hak tanggungan yang berkedudukan sebagai dokumen perjanjian
kedua, guna melengkapi dokumen perjanjian utang (perjanjian pokok).

2.5.3 Tata Cara Pembebanan Hak Tanggungan
Tata cara melakukan pembebanan Hak Tanggungan terdiri dari 2 (dua) tahap,
yaitu pemberian hak tanggungan dan pendaftaran hak tanggungan.
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a. Tahap pemberian hak tanggungan yang dilakukan di hadapan Peabat Pembuat
Akta Tanah (PPAT), yang didahului dengan perjanjian utang piutang yang
dijamin; dan

b. Tahap pendaftaran yang dilakukan di Kantor Pertanahan Kabupaten atau

K otamadya setempat.
Tahap Pemberian hak tanggungan menurut Pasal 10 ayat (1) bahwa awa dari
tahap pemberian hak tanggungan didahului dengan janji akan memberikan hak
tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu, yang dituangkan di
dalam perjanjian utang piutang dan merupakan bagian tak terpisahkan dari
perjanjian utang piutang yang bersangkutan atau perjanjian lainnya yang
menimbulkan hutang tersebut. Sesuai dengan sifat accesoir dari  hak
tanggungan maka pemberian hak tanggungan harus merupakan ikutan dari
perjanjian utang pokoknya, yaitu perjanjian utang piutang maupun perjanjian
lainnya, misalnya perjanjian pengelolaan harta kekayaan orang yang belum
dewasa atau yang berada di bawah pengampuan, yang diikuti dengan
pemberian tak tanggungan oleh pengelola. Pada waktu pemberian hak
tanggungan maka calon pemberi hak tanggungan dan calon penerima hak
tanggungan harus hadir di hadapan PPAT.
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IV.HASIL KEGIATAN PRAKTEK KERJA NYATA

Adapun kegiatan yang dilakukan penulis pada Kantor Pelayanan Kekayaan
Negara dan Lelang (KPKNL) Jember, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.1 Kegiatan selama PKN

No Bagian yang Dipilih Hasil Kegiatan Pengawas
Kegiatan
1. Seks Lelang Mencatat surat masuk, Kasubbag
Meminta surat Penetapan Lelang
jadwal lelang pada sekertaris
KPKNL, dan Memperoleh
penj elasan tentang prosedur
lelang
2 Seksi Lelang Membantu menghitung biaya Kasubbag
lelang pembeli, Menyusundan  Lelang
menjilid laporan risalah lelang,
Membantu pemberian sampel
dan nomor pada Laporan risalah
lelang, dan
Memperoleh data-data
3 Seksi Pengelolaan Perkenalan dan pengarahan dari  Kasubbag
Kekayaan Negara Instansi, mencatat surat masuk,  Pengelolaan
Menginput Wasdal BMN, Kekayaan
(PKN) Mencatat alamat dan nomor Negara (PKN)
satker.
4 Seks Penilaian Menyusun dan menjilid Kasubbag
Laporan Penilaian Penilaian

Mengis form tanah, dan
bangunan pada form penilaian.

Selama Praktek Kerja Nyata berlangsung penulis membantu beberapa

kegiatan pada tiga bagian yang dipilih yakni bagian seksi Pengelolaan Kekayaan

Negara (PKN), seks lelang, dan seksi penilaian, akan tetapi dari tiga bagian

dipilih tersebut tidak memiliki hubungan antara seksi satu dengan seks lainnya,

sehingga sesuai dengan judul, penulis memfokuskan hanya pada seksi lelang.

32


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

33

4.1 Proses Pelaksanaan Lelang Eksekusi Objek Hak Tanggungan Pada
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember
Proses pelaksanaan lelang eksekusi objek hak tanggungan pada Kantor
Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember meliputi kegiatan
sebelum lelang, pelaksanaan lelang dan kegiatan setelah lelang. Sebelum
pelaksanaan lelang baik pembeli atau peserta dan penjua harus mengetahui
beberapa syarat dan ketentuan lelang.

4.1.1 Syarat dan Ketentuan Lelang

Pelaksanaan lelang memiliki beberapa ketentuan dan syarat lelang yang harus
di penuhi oleh peserta, pembeli objek lelang dan penjua selaku pemohon lelang
baik sebelum dan sesudah pelaksanaan zlelang.
a. Syarat dan Ketentuan Lelang Bagi Peserta dan Pembeli

Pembeli objek lelang mempunya syarat dan ketentuan lelang berdasarkan

peraturan lelang sebagal berikut:

1) peserta Lelang wajib menyetor uang jamian sesuai banyaknya
jumlah nilal jaminan yang ditentukan oleh penjual objek Ielang ke rekening
atas nama Penampung Lelang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan
Lelang Jember No. 143.0009894476 Pada Bank Mandiri Cabang Jember
Alun-alun, yang sudah efektif selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja
sebelum pelaksanaan lelang dengan mencantumkan nama peserta sesual
dengan KTP dan nomor urut objek lelang yang akan ditawar;

2) peserta Lelang wajib membawa fotokopi KTP, NPWP dan materai 6000;

3) penyetoran uang jaminan tidak diperbolehkan melalui ATM/SMS banking,
Internet Banking;

4) peserta Lelang wajib melakukan penawaran lelang paling sedikit sama
dengan nilai limit, Jika tidak melakukan penawaran, dikenakan sanksi, tidak
diperbolehkan mengikuti lelang selama 3 (tiga) bulan di Wilayah Kerja
Kanwil DIJKN Jawa Timur;

5) pemenang lelang wajib melunasi seluruh harga lelang dan bea lelang secara
langsung dan sekaligus (tidak boleh dicicil) paling lambat 5 (lima) hari kerja
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setelah lelang ke rekening tersebut di atas, apabila tidak melunasi, maka
pemenang lelang dianggap wanprestasi dan uang jaminan akan disetorkan
ke Kas Negara;

6) pemenang lelang yang sudah melunasi biaya lelang akan tetapi tidak
membayar setoran pajak maka KPKNL tidak akan menyerahkan Kutipan
Lelang pada pembeli sah, dimana Kutipan lelang tersebut sebagai syarat
daam pembalikan nama kepemilikan objek dari kepemilikan yang
sebelumnya;

7) peminat dapat melihat objek yang akan dilelang pada alamat dimana objek
lelang tersebut berada dan semua objek dijua dalam kondisi apa adanya dan
semua ccacat dan kekurangannya, peminat lelang diharapkan untuk
memeriksa objek lelang sebelum mengikuti |elang;

8) pembatalan/penundaan terhadap salah satu atau beberapa barang/objek
lelang karena bebrapa hal tersebut diatas, pihak-pihak yang
berkepentingan/peminat lelang tidak diperrkenankan untuk melakukan
tuntutan dalam bentuk apapun kepada KPKNL Jember dan Lembaga yang
menjadi Penjual/Kreditur; dan

9) penawaran dilakukan sesuai dengan jenis lelang (lelang tertulis/ lelang
lisan).

. Persyaratan dan Ketentuan Lelang Bagi Penjual

Penjual objek lelang selaku pemohon lelang mempunya syarat dan ketentuan

sebagai berikut:

1) penjua harus mengajukan surat permohonan lelang kepada Kantor
Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang beserta dokumen persyaratan
lelang yang bersifat umum dan khusus;

2) penjua harus menetukan Nilai limit untuk barang yang akan di jual.

Jika nilai limit taksiran kurang dari Rp. 300.000.000,00 maka penjual
memiliki Hak melakukan penilaian atas objek yang akan di lelang, tetapi
jika nilai limit taksiran melebihi atau sama dengan Rp. 300.000.000,00
maka penilaian atas objek lelang harus dilakukan oleh Tim Penilai
Independen yang di angkat oleh Menteri Keuangan;
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3) penjua yang tidak menetukan nilai limit maka harus melampirkan surat
pernyataan tertulis dari pemilik barang bahwa bersedia melepas barang yang
dilelang sesuai dengan harga penawaran paling tinggi yang terbentuk;

4) penjua yang membatalkan lelang sebelum lelang di laksanakan akan di
kenakan denda (bea lelang batal);

5) penyetoran bea lelang batal oleh penjua kepada kepaa Bendahar
Penerimaan KPKNL, Paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah permintaan
pembatalan lelang diterima oleh KPKNL; dan

6) penjual/ pemilik barang bertanggungjawab terhadap :

a) keabsahan Kepemilikan Barang;

b) keabsahan dokumen persyaratan Lelang;
c) penyerahan barang tidak bergerak; dan
d) dokumen kepemilikan kepada pembeli.

4.1.2 Kegiatan Sebelum Pelaksanaan Lelang
Pelaksanaan lelang eksekusi objek hak tanggungan pada Kantor Pelayanan
Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember meliputi perisapan lelang,
pel aksanaan lelang, kegiatan setelah lelang.
a. Persigpan Lelang Eksekusi Objek Hak Tanggungan
Persiapan lelang adalah rangkaian kegiatan yang harus dilakukan sebelum hari
lelang dan merupakan bagian yang harus dipersiapkan secara matang guna
melancarkan proses lelang dan mengoptimalkan hasil lelang. Prosedur
persigpan lelang terdiri dari  yaitu Pengguan permohonan lelang,
penadatanganan kerjasama, penerimaan dokumen, pengecekan aspek hukum,
peninjauan aset, penjelasan aset, dan pengumuman pelaksanaan lelang.
1) Pemohon Mengajukan Surat Permohonan Lelang Pada KPKNL
Pemohon (penjua) mengajukan permohonan secara tertulis kepada KPKNL
ditempat benda tersebut berada disertai dengan dokumen persyaratan lelang
sesuai jenis lelangnya. Adapun dokumen persyaratannya adalah :
a) Salinan/fotokopi perincian hutang/jumlah kewajiban debitur yang harus
dipenuhi;
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b) Daftar barang yang akan dilelang (objek Ielang);
c) Daftar nilai limit barang yang akan dilelang;
d) Surat pernyataan bertanggung jawab apabila terjadi gugatan perdata atau
tuntutan pidana;
€) Surat pernyataan menunjukkan laporan penilaian/penaksiran;
f) Surat Keterangan Pendaftaran Tanah;
g) Adli/fotokopi bukti kepemilikan hak/sertifikat;
h) Salinan/fotokopi sertifikat Hak Tanggungan dan Akta pemberian Hak
Tanggungan;
1) Sainan/fotokopi perjanjian kredit; dan
j) Surat peringatan I, I1, dan |11 kepada debitur wanprestasi.
2) Penandatanganan kerjasama (M OU/SPK)
penandatanganan kerjasama dilakukan untuk mempermudah dalam
pelaksanaan pekerjaan. Penandatanganan yang dituangkan dalam suatu
MOU/SPK sebaga perintahkerja yang dilampiri data asset yang akan di
lelang, surat kuasa dan surat pernyataan.
3) Penerimaan Dokumen
Semua dokumen-dokumen mengenal aset yang akan dilelang diberikan oleh
penjual/pemilik aset dan dikumpulkan, dimana dokumen-dokumen tersebut
menjadi dasar/ landasan perpindahan kepemilikan. KPKNL akanmeneliti
semua berkas permohonan lelang tersebut untuk memperoleh legalitas dari
pihak yang mengajukan permohonan lelang.
4) Pengecekan Aspek Hukum (LEGAL)
Setiap fotokopi dokumen yang diterima selanjutnya akan dibuat suatu
rangkuman dan dipergunakan dalam pengecekan data dan aspek hukmnya.
Adapun langkah-langkah hukum yang dilakukan dalam rangka persiapan
lelang adal ah sebagai berikut :
a) Pembuatan Surat K eterangan Pendaftaran Tanah (SKPT)
Khusus aset properti, sebagal persyaratan untuk dilakukan lelang harus
mendapatkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) dari Kantor
Pertahanan setempat. SKPT merupakan ha yang penting bagi caon
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pembeli untuk megetahui aset tersebut apakah terdapat permasalahan
atau tidak, sehingga hukum saat dilakukan balik nama sertifikat akan
terjamin.

b) Pengecekan Ke TataKota
Apabila diperlukan, kami akan meminta keterangan ke Dinas Tata Kota
setempat  untuk melihat kesesuaian bangunan/konstruksi  dengan
peraturan dan/atau peruntukkan yang berlaku terutama peruntukan
tanahnya untuk selanjutnya kami akan memberikan informasi tersebut
kepada calon pembeli.

c) Pengecekan/pemblokiran ke Instansi terkait
Setiap aset non properti dilakukan pengecekan terutama guna
mendapatkan keabsahan kepemilikan aset. Tujuannya adalah untuk
menjamin kepastian hukum bagi pembeli mengingat barang bergerak
mudah sekali perpindahan kepemilikan.

5) Peninjauan dan Penilaian Aset

Berdasarkan data yang diterima oleh KPKNL Jember, maka kantor lelang

akan melakukan peninjauan aset dengan tujuan sebagai berikut :

a) memastikan bahwa kondisi bangunan/fisik asset tersebut cocok dengan
dokumen pendukungnya;

b) khusus aset properti, meneliti lokas dan lingkungan sebagai bahan
masukan dalam pertimbangan nilai dan pemasaran properti tersebut;

C) penilaian terhadap aset tersebut untuk menentukan harga limit pada
pelaksanaan lelang. Harga Limit adalah harga minimal barang lelang
yang ditetapkan oleh penjual/pemilik barang untuk dicapai dalam suatu
pelelangan. Surat pernyataan harga limit di atas Rp. 300.000.000,-
dilengkapi dengan fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM), Sertifikat Hak
Tanggungan (SHT), Perjanjian Kredit, Surat Peringatan 1,2 dan 3.

6) Penjelasan dan Pemasaran Aset

Rangkuman atau penjelasan mengena keunikan setiap aset yang akan dijual

melalui lelang untuk keperluan pemasaran. Sebelum dilaksanakan lelang,

para calon pembeli dipersilahkan melakukan peninjauan aset yang akan
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dijual (open house) untuk mendapatkan gambaran terhadap aset yang akan
dilelang tersebut.

7) Pengumuman Lelang
Setelah beberapa prosedur diatas telah dilakukan, KPKNL akan mengajukan
jadwal pelelangan yang meliputi waktu dan tempat pelaksanaan lelang.
Selanjutnya pemohon lelang (penjual) melaksanakan pengumuman lelang
sesuai dengan jenis lelangnya. Pengumuman lelang dapat dilakukan mela ui
surat kabar harian, selebaran, atau tempelan, yang mudah dibaca oleh umum
dan atau melalui media elektronik termasuk internet.
Lelang Eksekusi Barang tidak Bergerak

Pl P2 Lelang
15 Hari Kalender 14 Hari Kalender
1 Okt 16 Okt 30 Okt

Gambar 4.1 Penjadwalan Pengumuman dan Pel aksanaan Lelang Eksekusi
Sumber : Buku PMK Nomor 6/KN/2015

Keterangan :

Jumlah Pengumuman =2 kdli

Waktu Pengumuman Pertama (P1) =1 Okt

Jangka Waktu Pengumuman = 15 Hari

Waktu Pengumuman Kedua (P2) = 16 Okt

Jangka Waktu Pengumuman = 14 Hari

Lelang = 30 Okt

Media Pengumuman Pl =Selebaran/Tempelan/Media

Elektronik/ Surat Kabar Harian.
P2 = Surat Kabar Harian
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4.1.3 Pelaksanaan Lelang
Setel ah terkumpul beberapa peserta maka pelelangan tersebut dapat segera
dilaksanakan, dan pelaksanaan tersebut dipimpin oleh pejabat lelang yang dapat
dibantu oleh pemandu lelang. Pemandu lelang membantu Pejabat Lelang
menawarkan dan menjelaskan barang dalam suatu pelaksanaan lelang. Peserta
yang telah menggukan harga tertinggi dan telah mencapai nilai limit ditunjuk
sebagal pemenang lelang. Dari iuran diatas pel aksanaan |elang hanya dilaksankan
oleh pegabat |elang, berikut urutan prosedur pelaksanaan lelang :
a pgabat ledang (Kas Pelayanan Lelang) menerima bukti pembayaran uang
jaminan dari pesertalelang sebagal syarat menjadi pesertalelang.
b. berdasarkan bukti pembayaran uang jaminan, pegabat lelang (Kasi Pelayanan
Lelang) membuat kuitansi pelunasan uang jaminan 2 rangkap.
C. pgabat lelang mengisi buku absen sesual hama peserta lelang yang hadir.
d. acarainti pelaksanaan lelang:
1) pembukaan oleh MC;
2) sambutan dari pihak penjual;
3) pembacaan Risalah Lelang oleh Pegabat Lelang;
4) penyerahan harga limit (amplop tertutup) dari penjua kepada Pejabat
Lelang;
5) lelang dipandu oleh Pemandu lelang penyebutan harga limit (per objek);
6) penawaran terbuka per objek dengan cara penawaran dilakukan dengan
mengangkat nomor peserta sebagai tanda persetujuan harga; dan
7) pengikatan pemenang lelang dengan Surat Pengikatan Pemenang Lelang
(SPPL). Berikut pemberian perincian kewagjiban pembayaran yaitu:
pelunasan hargalelang, dan bea lelang serta pungutan-pungutan lainnya.
e. Metode lelang
Ada 2 metode atau cara pelaksanaan lelang yaitu secara lisan dan secara
tertulis, metode ini ditentukan oleh pemohon lelang sebelum lelang
dilaksanakan dan telah tercantum saat pengumuman lelang melalui selebaran
dan surat kabar harian.
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1) Lelang Lisan
a) dilaksanakan dengan cara mengundang khalayak rama sebagai calon
pembeli;
b) hargalimit langsung ditawarkan kepada calon pembeli;
c) kenaikan harga dipandu oleh Pemandu Lelang; dan
d) calon pembeli yang setuju akan mengangkat panel bid tanda setuju
demikian seterusnya sampai tersisa satu pembeli pada harga tertinggi dan
dinyatakan sebagai pemenang lelang.
2) Lelang Tertulis
a) calon pembeli harus melakukan penawaran secara tertulis,
b) dimasukkan ke dalam amplop tertutup selambat-lambatnya pada batas
waktu yang ditentukan oleh KPKNL;
c) calon pembeli harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan;
d) setigp caon pembeli hanya bisa melakukan satu penawaran dengan satu
amplop sgja; dan
€) pada hari yang telah ditentukan kota penawaran akan dibuka dan
ditentukan penawar tertinggi secara tertulis yang akan di sebut sebagai
pemenang.
f. Pegjabat Ielang yang dibantu oleh pemandu Ielang melakukan penawaran harga
dengan peserta lelang, sampai ditetapkannya pemenang lelang
g. Setelah pemenang lelang ditentukan maka pejabat |elang meminta tandatangan
kuitans pelunasan uang jaminan, lembar ke-1 diserahkan pada pemenang
lelang, lembar ke-2 diarsip. Sedangkan peserta lelang yang tidak dinyatakan
menang akan mendapatkan kembali kuitansi dan bukti setor uang jaminan,

untuk di cairkan ke bank.
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Berikut adalah Alur Bagan Lelang secara umum di Kantor Pelayanan Kekayaan
Negaradan Lelang (KPKNL) Jember :

MULAI (Pelaksanaan (Sesudah Lelang)
Lelang) Tawar
Menawar, » .
l penentuan Pembayaran Szrah dTel:l ma be;rda_ng
lan dokumen adli
(PraLelang) pemenang
Mengajukan lelang.
SuratPermohonan A
Pesertalelang
menyetorkan
l uang jaminan.
Penandatanganan v
Kerjasama. A Penyetoran Ke Pemenang
Kas Negara lelang.
l Pengumuman
Penerimaan lelang olen
Penjual.
Dokumen. T
KPKNL
Pengecekan menetapkan
jadwal lelang.
Aspek Hukum. : . SELESA
Peninjauan dan PZ:WJeIasanAd;
Penilaian Aset. A

Gambar 4.2 Flowchart Lelang secara umum
Sumber : Kantor Pelayanan K ekayaan Negara dan Lelang Jember 2015

Hambatan yang terjadi dalam Pelaksanaan Lelang
Penjualan objek secara lelang tentu tidak selalu berjalan dengan lancar dan
menguntungkan kedua belah pihak. Kenyataanya masih ada sgja hal-ha yang
menghambat pelaksanaan penjualan lelang yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan
Kekayaan Negara dan Lelang Jember antaralain :
a. perlawanan pihak ketiga yang digukan kepada Pengadilan Negeri dan
selanjutnya tergantung Pengadilan Negeri, dengan putusan akan mengabulkan
gugatan dan memerintahkan agar |elang ditangguhkan atau tidak;
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b. lelang hak tanggungan biasanya terkendala pada saat pengkosongan tanah atau
tanah dan bangunan setelah pelaksanaan lelang dilakukan, apabila pihak tersita
tidak mau melaksanakannya maka mereka akan dikeluarkan dari rumah
tersebut secara paksa dengan bantuan pihak lain seperti kepolisian atau pihak
pengadilan.;

c. masalah tanah dan rumah yang sulit dicek karena letaknya tersebar jauh dan
lokasi tanah atau bangunan yang sangat terpencil;

d. tanah yang terkena longsor menjadi masalah dalam proses lelang karena
batasbatasnya tidak jelas;

e. masalah yang berhubungan dengan persigpan lelang yang kurang, seperti iklan
yang dimuat pada media masa yang kurang banyak minat pembacanya, sikap
masyarakat terhadap lelang yang menganggap apabila membeli Ielang terlalu
rumit dibandingkan dengan cara penjualan secara umum; dan

f. banyaknya pemikiran masyarakat bahwa lelang yang diadakan oleh Kantor
Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember, hanya untuk
makelar dimana peminatnya dan pembelinya rata-rata hanya karyawan internal
kantor.

Solusi Permasalahan dalam Penjualan Lelang
Permasalahan yang terjadi dalam proses pelaksanaan lelang bisa di hindari atau

di selesaikan dengan beberapa pencegahan dan kebijakan, ada beberapa hal yang

harus diperhatikan agar pelaksanaan penjualan lelang dapat terlaksana dengan

baik, yaitu :

a. sebelum pelaksanaan lelang adanya perjanjian kerja sama antara kantor dan
juga penjual dimana dalam tuntutan pidana atau perdata maka pihak penjual
akan bertanggung jawab sepenuhnya atas objek lelang yang dipidanakan oleh
pihak ketiga. Sehingga lelang bisa sga ditunda jika Pengadilan Negeri
mengabulkan permohonan pihak ke-tiga;

b. sebaiknya tanah dan rumah yang akan dilelang tersebut dikosongkan terlebih
dahulu, pihak kreditur sebaiknya mengirimkan surat pengosongan rumah dan
tanah kepada pihak tergugat atau debitur setelah peringatan kesatu, kedua dan

ketiga karena rumah dan tanah yang menjadi jaminan akan dilakukan lelang
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guna penyelesaian kredit pinjaman oleh debitur. Perlu adanya koordinasi anatar
pihak kantor |elang dengan aparatur desa dan kantor pertahanan, mengenal data
atau dokumen-dokumen apabila terjadi suatu perubahan dalam keadaan tanah
yang akan dilelang;

. ledlang hak tanggungan pihak kantor tidak memiliki wewenang dalam
mengecek lokasi, pihak kantor sebelum lelang dilaksanakan menyarankan
peminat objek lelang untuk melakukan pengecekan lokasi objek lelang guna
mengetahui kondisi fisik objek lelang;

. pihak debitur harus meminta bantuan Badan Pertahanan Nasiona (BPN)
setempat supaya diukur ulang atas objek lelang untuk mendapatkan penetapan
batas tanah;

. perlu adanya sosidlisasi dari pemerintah mengenai pelelangan kepada
masyarakat, agar masyarakat mengerti akan tujuan dan maksud, serta dapat
menarik manfaat dari pelaksanaan perlelangan, sehingga mengubah opini tidak
baik mengenai pelelangan; dan

. ldlang yang dilakukan KPKNL sudah bersifat terbuka dan transparan,
pengumuman lelang juga telah dilakukan 2 kali yaitu dengan pengumuman
pertama melalui selebaran dan pengumuman kedua melalui koran, KPKNL
juga mengumumkan lelang melalui radio guna memberikan informasi akan
adanya lelang kecilnya minat baca masyarakat membuat informasi adanya
lelang oleh KPKNL tidak mereka ketahui.

4.1.4 Kegiatan Setelah Pelaksanaan Lelang

Kegiatan yang dilakukan oleh KPKNL, pembeli dan penjua setelah

pelaksanaan lelang yaitu pembayaran, penyerahan objek lelang, dan penyelesaian

berita acaralelang.

a. Pembayaran (Payment).

1) Pembayaran oleh Pembeli
Setelah pelaksanaan lelang selesai pemenang lelang akan diberikan berita
cacara pemenang lelang. Pgabat |elang kemudian menagih dan menerima

pembayaran harga lelang berikut bea lelang, uang miskin, dan pungutan lain
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sesuai ketentuan yang berlaku. Bea lelang dikenakan tarif sesuai dengan
jenis lelang, paak penghasilan (PPh 25) sebesar 5%. Perhitungan setelah
pelaksanaan lelang terjadi untuk jenis lelang eksekusi selain barang
rampasan untuk Negara barang tetap/tidak bergerak yaitu, untuk bea lelang
pembeli 2% dari pokok lelang (harga barang yang terjual). Berikut contoh
form kuitansi pembeli yaitu:

Contoh soal :

Lely memenangkan suatu lelang hak tanggungan atas obyek tanah milik
Penjual A dengan nilai pokok lelang sebesar Rp. 120.000.000,-. Bendahara
penerimaan KPKNL mengenakan bea lelang pembeli 2% dari pokok lelang.

Pokok lelang = 120.000.000,-
Bealelang pembeli (2% x Rp.120.000.000) = 2.400.000,- +
Jumlah yang dibayar lely = 122.400.000,-

2) Pembayaran oleh penjual
Setalah pembeli melakukan pembayaran kepada bendahara Kantor
Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember, sesuai dengan
dengan peraturan menteri keuangan dimana penjua nantinya akan
dikenakan bea lelang penjual 1,5% dari pokok lelang dan PPh pasa 25 yang
dihitung sebesar 5% dari pokok lelang.
Contoh soal :
Kreditur/ Penjual A telah menjual tanahnya melaui jasa lelang KPKNL
dengan harga pokok lelang Rp. 120.000.000,-. Bendahara penerimaan
KPKNL mengenakan bealelang pembeli sebesar 2% dari pokok lelang, dan
PPh 25 5% dari pokok lelang serta bea lelang penjua 1,5%. Maka hasil
bersih untuk penjua (Kreditor A):

Pokok lelang = 120.000.000,-
Bealelang penjual (1,5% x Rp.120.000.000) =  1.800.000,-
PPh 25 (5%xRp.120.000.000) =  6.000.000,- -
Hasil Bersih untuk Penjual (Kreditor A) = 112.200.000,-

Pembayaran uang hasil lelang dilakukan secara tunai atau dengan cek atau giro,

jangka waktu pembayaran uang hasil |elang dari pembeli kepada pejabat Ielang
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dilunas selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang ke
rekening KPKNL. Dan apabila pembayaran tidak dilunasi maka jaminan lelang
seeeluruhya menjadi Hak Negara dengan disetorkan ke Kas Umum Negara.
Apabila pembeli tidak memenuhi kewajibannya, maka peabat |elang akan
membatalkan penetapan sabagai pembeli dan pembeli yang wanprestasi tersebut
tidak akan diperbolenkan mengikuti pelelangan diseluruh wilayah Indonesia
dalam waktu 6 bulan.
b. Penyerahan Objek Lelang
Pembeli yang telah meneyelesaikan pembayaran bea lelang dan pgak atau
pungutan lain-lainnya akan diperkenankan membawa barang tersebut, akan
teteapi dalam hal |elang hak tanggungan maka sertifikat bukti hak milik atas
tanah atau bangunan akan diserahkan pada pembeli, yang selanjutnya proses
pembalikan nama kepemilikan sudah menjadi hak pembeli serta diluar hak dan
tanggungjawab KPKNL lagi.
c. Penyelesaian berita acaralelang.
Pejabat lelang selanjutnya meneyelesaikan pembuatan minuta, salinan, grosse
dan kutipan risalah lelang. Y ang dimaksud dengan risalah lelang menurut pasal
11 angka 16 Kep. Menkue adalah berita acara pelaksanaan lelang yang dibuat
oleh pegjabat lelang yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna bagi para
pihak. Tanpa risalah lelang, pelaksanaan lelang yang dilakukan pejabat lelang
tidak sah (invalid). Risalah lelang yang dibuat oleh pejabat |elang mempunyai
empat macam yaitu mintua risalah lelang, grosse risalah lelang, salinan risalah
lelang dan kutipan risalah lelang.
1) Minutarisalah lelang
Minuta risalah lelang adalah risalah lelang yang adli berikut lampirannya,
yang merupakan dokumen/arsip Negara, serta tidak boleh keluar KPKNL
kecuali dengan perintah pengadilan;
2) Grosserisalah lelang
Grosse risalah lelang adalah salinan pertama dari minuta risalah lelang yang
berkepala “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dan

diberikan kepada pembeli/pemenang lelang. Grosse risalah lelang akan di
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keluarkan sebagal pengganti dari kutipan risalah lelang jika nanti kutipan
risalah lelang pembeli hilang;

3) Sdlinan risalah lelang
Salinan risalah lelang adalah salinan keseluruhan dari minuta risalah lelang
yang diberikan kepada penjual; dan

4) Kutipan risalah lelang
Kutipan risalah lelang adalah ekstrak dari minuta risalah lelang yang hanya
terdiri dari bagian kepala dan kaki serta diberikan kepada kantor pertahanan
dalam hal barang tidak bergerak berupa tanah atau ke pembeli untuk barang
bergerak. Kutipan risalah lelang akan diberikan kepada pembeli, Kutipan
risalah lelang tersebut di pergunakan sebagai pemindahan kepemilikan nama
dari kepemilikan yang sebelumnya, akan tetapi jika pemenang lelang telah
melunas biaya pokok lelang dan belum membayar pajak, maka KPKNL
tidak akan mengeluarkan kutipan risalan lelang pada pembeli, sehingga
pembeli tidak bisa melakukan pembalikan nama kepemilikan.

4.1.5 Dokumen yang digunakan
Dokumen yang digunakan dalam pra lelang, pelaksanaan lelang dan pasca
lelang eksekusi objek hak tanggungan yaitu surat permohonan lelang, dokumen
persyaratan lelang, surat pengajuan penerbitan surat tugas dan jadwal lelang,
surat tugas, risalah lelang, bukti pembayaran uang jaminan, kuitansi pembayaran
uang jaminan, surat setoran pagak, surat setoran bukan pajak, bukti setoran
pembayaran hasil lelang, dan berita acara pemenang lelang.
a. Surat Permohonan Lelang
Surat permohonan lelang adalah surat yang digukan kepada KPKNL sebagai
permohonan |elang bersama dokumen persyaratan lelang;
b. Dokumen Persyaratan Lelang
Dokumen pendukung dari surat permohonan lelang, sebagal dasar pembuatan
risalah lelang. Contoh dokumen persyaratan lelang eksekusi hak tanggungan
terdiri dari salinan/fotokopi Perjanjian Kredit, salinan/fotokopi Sertifikat Hak
Tanggungan (APHT), Salinan/fotokopi bahwa debitur wanprestasi, surat
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pernyataan atas pertanggung jawaban apabila terjadi gugatan perdata oleh

kreditur, dan asli/fotokopi bukti kepemilikan hak;

. Surat Pengajuan Penerbitan Surat Tugas dan Jadwal Lelang

Surat yang dibuat oleh kasi pelayanan lelang, sebagai pengajuan penerbitan

surat tugas dan jadwal lelang yang di g ukan kepada kepal a kantor;

. Surat Tugas

Surat yang dibuat oleh kasubbag umum, atas perintah kepala kantor

berdasarkan surat pengajuan surat tugas dan jadwal lelang;

. Risalah Lelang

Risalah lelang adalah berita acara pelaksanaan lelang yang dibuat oleh pejabat

lelang, sebagai bukti sahihnya pelaksanaan |elang;

. Bukti Pembayaran Uang Jaminan

Bukti yang di serahkan oleh peserta lelang ke pejabat |elang atas pembayaran

uang jaminan, sebagal syarat menjadi pesertalelang;

. Kuitansi Pelunasan Uang Jaminan

Kuitansi yang dibuat oleh pejabat lelang yang nominalnya sesuai dengan bukti

pembayaran uang jaminan, yang setujui oleh pemenang lelang dengan

menandatangani diatas materai;

. Surat Setoran Pgjak

Dokumen yang berisi perhitungan dan besarnya Pajak Penghasilan Negara

(PPN) atas pajak barang lelang. Surat Setoran Pgjak (SSP) terdiri dari 5 (lima)

lembar, yaitu :

1) Lembar 1 digunakan untuk Wajib Pajak (Bendahara Penerimaan KPKNL)
sebagal bukti pembayaran;

2) Lembar 2 digunakan untuk KPPN melalui Bank/Kantor Pos Operasional
yaitu Bank BDP Jatim;

3) Lembar 3 digunakan untuk KPP yang disampaikan oleh Wagjib Pgjak;

4) Lembar 4 digunakan untuk Pejabat Lelang; dan

5) Lembar 5 digunakan ke Kepala Kantor Lelang.
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I. Surat Setoran Bukan Pgjak
Dokumen yang berisi perhitungan bea lelang atas pgjak barang lelang. Surat
Setoran Bukan Pgjak (SSBP) terdiri dari 4 (empat) lembar yaitu:
1) Lembar 1 digunakan untuk Wajib Pgak atau (Bendahara Penerimaan
KPKNL) sebagai bukti pembayaran;
2) Lembar 2 digunakan untuk KPP melalui Bank/Kantor Pos Operasional yaitu
Bank BDP Jatim;
3) Lembar 3 digunakan untuk Pejabat Lelang sebagai arsip; dan
4) Lembar 4 digunakan untuk Kepala Kantor sebagai arsip.
j. Bukti Setoran Pembayaran Hasil Lelang
Bukti yang dibuat sebagai tanda bukti pelunasan sisa harga lelang setelah
barang lelang terjual; dan
k. Berita Acara Pemenang Lelang
Bukti bahwa lelang sudah dilaksanakan dan telah di tetapkannya pemenang
lelang.

Berdasarkan uraian diatas dapat digambarkan flowchart atau alur bagan
beberapa prosedur pelaksanaan lelang eksekusi objek hak tanggungan secara
keseluruahan agar pembaca mengetahui keterkaitan seks bagian satu dengan
bagian lainnya yaitu flowchart prosedur pra lelang, pelaksanaan |elang, dan pasca

lelang sebagal berikut :
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Prosedur PraLelang

Kepala KPKNL Kas Pelayanan Lelang
) G ©
| |
Menerima Surat | DPL f
Permoh
Pel?k;r(:;]:: Lelang SPPST 1 flér:] ;’ermohonan

JL

Surat Permohonan
Lelang

N Meneliti Dokumen
Persyaratan Lelang

Meneliti Surat
Permohonan Lelang

| pemohon  tidsk | Lengkap
Menetapkan |

Jadwal Ldlang Membuat Surat Pengajuan

Penerbitan Surat Tugas

DPL
SPL
JL
2 i
SPPST 1

Ol©,

Gambar 4.3 Flowchart Prosedur Pralelang Oleh Kepala KPKNL dan Kasi
Pelayanan Lelang.
Sumber : Data KPKNL Jember 2015.

Keterangan :

DPL : Dokumen Persyaratan Lelang
SPL : Surat Permohonan Lelang

JL : Jadwal Lelang

JL1dan2 : Jadwal Lelang ada 2 lembar
SPPST : Surat Pengajuan Penerbitan Surat

SPPST 1,2 dan 3 : Surat Pengajuan Penerbitan Surat ada 3 lembar

Bagan 1 dan bagan 2 : Bagan 1 pada Kepala KPKNK akan terjadi lagi pada Kasi Pelayanan Lelang Sehigga Bagan 1 ada
di Kepala KPKNL dan ada di Kasi pelayanan Lelang.

Dokumen Lengkap : membuat SPPST jikatidak lengkap akan di kembalikan pada pemohon.
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Prosedur PraLelang

Kasubbag Umum Kasi Hukum dan I nformasi
SPPST 2 SPPST 3
e \_’—‘/,
Mmebuat Surat Surat Mencatat gi:ps-r ke
Tugas Buku Register
SPPST 2
SPPST 3
2
Buku Regiter
Surat Tugas 1
N

Gambar 4.4 Flowchart Prosedur Pralelang (lanjutan) Oleh Kasubbag Umum &
Kasi Hukum dan Informasi.
Sumber : Data KPKNL Jember 2015

Keterangan :

ST : Surat Tugas

ST 1ldan?2 : Surat Tugas ada 2 lembar.

ST1 : Surat Tugas 1 digunakan untuk pejabat lelang (Kasi Pelayanan Lelang)

ST2 : Surat Tugas 2 untuk Kasubbag Umum

SPPST 2dan3 : SPPST ada 3 lembar dimanalembarl untuk Kasi Pelayanan Lelang, Lembar 2 untuk Kasubbag

Umum dan Lembar 3 untuk Kasi Hukum dan Informasi.
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Pg abat L elang (Kas Pelayanan L e anq)

Surat Tugas 1

\_/I//'"

Mencatat Surat Tugas
dalam buku surat masuk

Buku Surat Masuk

Membuat Risalah Lelang, yang terdiri
SRL, MRL, GRL, dan KRL

BSM

| st

|SPL I

B
| DPL u
| KRL
| GRL
| SRL

MRL

==

Sampai ditetapkan
pemenang

Gambar 4.5 flowchart Prosedur Pralelang (Lanjutan) Oleh Pejabat Lelang.

Sumber : Data KPKNL Jember 2015.

Keterangan :

BSM : Buku Surat Masuk

MRL : Minuta Risalah Lelang, Sebagai arsip KPKNL

SRL : Salinan Risalah Lelang, diberikan pada Penjual/ Pemohon Lelang

GRL : Grosse Risalah Lelang, diberikan kepada Pembeli jika KRL hilang

KRL : Kutipan Risalah Lelang, diberikan kepada pembeli untuk pengurusan nama kepemilikan

51
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Prosedur Pelaksanaan L elang

Pg abat L elang (Kas Pelayanan L e anq)

Mulai

Menerima BPUJ dari
peserta, dan mengisikan

Kuitansi

absen peserta
} Melakukan penawaran harga
| sampai di tetapkannya pemenang
| BPUJ lelang
Absen Peserta
Membuat kuitans Pemenang
pelunasan UJ
Ya Kwitansi 1

Meminta tanda tangan
kuitans pelunasan UJ pada
Kuitansi pemenang lelang

| 2

.l peserta —
Kuitansi 1
pem;| 1ang
s\ | 4 Peserat
| BPUJ mengambil
uang ke bank
Absen Peserta
Selesai

Gambar 4.6 Flowchart Prosedur Pelaksanaan Lelang Oleh Pejabat Lelang.
Sumber : Data KPKNL Jember 2015

Keterangan :

BPUJ : Bukti Pembayaran Uang Jaminan

Kitansi 1 dan 2 : Kuitans 2 lembar, lembar 1 untuk peserta dan lembar 2 untuk pejabat lelang.

Peserta : BPUJ berupa kuitansi 1 dan kuitans 2 akan di berikan pada peserta untuk mengambil kembali

uang setoran ke Bank.
Pemenang : Meminta tanda tangan kuitans pelunasan uang jaminan
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Prosedur Pasca L elang

Pejabat L elang (Kas Pelayanan L elang)

Mulai @

Membuat Berita Acara

L | SSBP 3
elang
SSP 4
2
BAPL 1 Melanjutkan membuat
risalah lelang yang
1 diarsip saat Pralelang
Menerima Bukti setor

dari pemenang lelang |

KRL 1
9 | Pembeli
| GRL T |
Bukti Setor 1

| SRL ~  Cadangan Pembeli
| | MRL Penjlual
Membuat SSP & SSBP | SSBP
| SsP ]
DPL
N

1

Gambar 4.7 Flowcart Prosedur Pasca Lelang Oleh Pegjabat Lelang.
Sumber : Data KPKNL Jember 2015

Keterangan :
BAPL : Berita Acara Pemenang Lelang, terdiri dari 2 lembar lembar 1 untuk pemenang
SSP : Surat Setoran Pajak, terdiri dari 5 lembar, lembar 1 untuk pemenang dan 4 lembar untuk pembuatan berita

acaraldlang (KRL, GRL, SRL dan MRL)
SSBP : Surat Setoran Bukan Pajak, terdiri dari 4 lembar untuk pembuatan berota acara lelang.
BS : Bukti Setor, terdiri dari 2 lembar.
PL : Pemohon Lelang
PPL : Prosedur Pra Lelang
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Prosedur Pasca L elang

Bendahar a Penerimaan Kepala KPKNL

SSBP 4
SSP 5
N
Bukti Setor 1
Mendatangani SSP & SSBP
SELESAI

| SSP
Bukti Setor 1

: ©
Gambar 4.8 Flowchart Prosedur Pasca Lelang Oleh Bendahara dan Kepala
KPKNL.

Sumber : Data KPKNL Jember 2015.

Keterangan:

SSP : Terdiri dari 5 lembar, dimana lembar ke 2 akan diberikan pada KPPN sebagai bukti telah menyetor pajak,

kemudian lembar ke 3 untuk KPP sebagai bukti telah meakukan setoran pajak dan lembar ke 4 untuk Kepala KPKNL.

SSBP : Terdiri dari 4 lembar

KPP : Kantor Pelayanan Pajak, pembayaran Pajak pada KPP oleh KPKNL melalui bank dan Bukti setor akan
diberikan pada Bank sebagai bukti pembayaran.

KPPN : Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

Pada bagan 3 di bendahara penerimaan akan di serahkan pada Kepala KPKNL yang terdiri SSBP dan SSP
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4.2 Kegaitan-kegiatan yang Dilakukan Selama Praktek Kerja Nyata

Penulis memfokuskan kegiatan pada pelayanan lelang sesuai dengan judul
yang diambil, selama Praktek Kerja Nyata pada Seksi Pelayanan Lelang. Kegiatan
sebelum dan sesudah lelang yang penulis lakukan tidak mencakup dari
keseluruhan kegiatan yang telah di bahas pada pembahasan sebelumnya. Berikut
beberapa kegiatan yang penulis lakukan guna membantu pel aksanaan lelang.

4.2.1 Membantu Kegiatan Sebelum Lelang
Pada seksi lelang kegiatan sebelum lelang yang penulis bantu adalah
mencatat surat masuk, mengecek kelengkapan dokumen pemohon lelang, dan
meminta surat penetapan jadwal |elang pada kepala KPKNL melaului sekertaris.
a Mencatat Surat Masuk
Surat masuk adalah surat yang dikirim oleh pereorangan, instansi swasta atau
badan pemerintahan yang terkait dengan pelaksanaan lelang, biasaya surat
masuk terdiri dari surat permohonan lelang, surat pelaksanaan lelang ulang dan
surat pembatalan lelang.

Berikut contoh surat permohonan lelang yaitu:

Gambar 4.9 Surat Permohonan Lelang

Sumber : Kantor Pelayanan K ekayaan Negara dan Lelang Jember, 2015.
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Petunjuk pengisian:

a) Nomor . diisi yang telah terdaftar pada KPKNL
b) Perihd : Surat Permohonan Lelang

¢) Lampiran : Jumlah Lampiran

d) Kepada : Nama serta alamat yang dituju

e Is : mengenai pengajuan permohonan lelang

f) Di sertakan nama bank, tandatangan pihak terkait dan stempel, beserta
jabatanya.

b. Mengecek Kelengkapan Dokumen
Sebelum menetapkan jadwal |elang oleh KPKNL, penulis mebantu mengecek
kelengkapan dokumen persyaratan lelang yang telah disebutkan pada
halaman 36-37.

c. Meminta Surat Penetapan Jadwal Lelang Pada Sekertaris KPKNL
Surat ini nantinya akan dikirimkan pada pemohol Ielang, agar pemohonan
lelang segera mengumumkan lelang 2 kali untuk lelang berupa tanah. Berikut
contoh surat penetapan jadwal lelang yaitu:

=
(3 wn_AvAH DJHH JAWA TR
T A L/\Nll LANG JEMBER

o 2018

B TBA/ALLLAML G ans ngaml 17 MNopemiber
- i ity Tesb I3 SR

Gambar 4.10 Surat penetapan jadwal lelang
Sumber : Kantor Pelayanan K ekayaan Negara dan Lelang Jember, 2015.
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Petunjuk pengisian:

1) Nomor . diisi yang telah terdaftar pada KPKNL

2) Perihal . Penetapan Jadwal Lelang

3) Kepada : Nama sertaalamat yang dituju

4) Is : mengenal jadwal lelang dan pel aksanaan pengumuman
lelang.

5) Penutup

6) Menyertakan tanda tangan kepala KPKNL Jember.

4.2.2 Membantu Kegiatan Setelah Lelang
Kegiatan yang penulis bantu setelah pelaksanaan |elang adalah
Menghitung biaya lelang pembeli, membantu memeriksa kelengkapan dokumen
dalam pembuatan berita acara lelang, serta menyusun dan menjilid beriata acara
lelang.
a.  Menghitung biayalelang pembeli
Berikut contoh kuitans biayalelang pembeli yaitu:

HKEMENTERIAN KEUANGAN REPUR
DIREOKATNC:_HATw‘FHDERAL I-cEKAVAALr:.:r INDOHESIA
o LAY AH DN JAVA TlMuR
HANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEG AR A DAN LELAMNG JEMBAER

o St Sy A Wi P
- T asaras | Fetmnie T833% dzeren

KUITANSI)
No. KW- 78 /RL.193/2015
Risalah Lelang Nomeor : 193/2015

Sudeh wnma doen

Meoch Jam-l Kl |-
i rajan RT 001 RW 002 Desa Kapongan Kecamatan Kapongan

PHNS

KP K ,, n BT 001 AW 002 Dosa Kepongen Kecamsten Keps
Situksc
- g u; Py r.m(:(m et
MrAgar yoran atos o
m, terintah  Kabupmen  Situbon
Pamerintah et - 5
HONDAMCES '.‘(; g B
Warna - Hitsmm o Pobe P (I")!l—l ‘Momor Meain
Rangk rAb B1X1KO2I9658, Momor BEKE @ 1350680
MNasrn o  Bug ool T ———————
| Pokok Lelang [ 450, 000,00
| Bea Lelang (Famibel) =l Rp o BOO,00
Jumiah Lelang 1T R”p 499.800,00 |
Mengetahul
Fin ‘.hj. apaka Kantor Apeidyse kel
Bendahara Penarmaan,
Anita (
MNIF At 1 1 7o

Gambar 4.11 kuitansi biaya lelang pembeli
Sumber : Kantor Pelayanan K ekayaan Negara dan Lelang Jember, 2015.
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Petunjuk pengisian :

1) Nomor : Urutan jumlah daftar risalah lelang KPKNL dan tahun

2) Diterimadari : Nama pembeli objek lelang sesuai dengan Kartu Tanda
Penduduk (KTP) Pembeli

3) Pekerjaan . Pekerjaan sesual yang tercantum di KTP

4) Banyaknyauang : Jumlah Pokok lelang dana bealelang
5) Keterangan : Jenis pembayaran atas lelang apadan di sertai tanggal
sertalokasi pelaksaan lelang

6) Rincian : Perhtiungan Pokok lelang dan bea lelang pembeli 5%

7) Menyertakan tanda tangan bendahara penerimaan KPKNL dan Kepala Kantor
KPKNL.

. Membantu Memeriksa K elangkapan Dokumen

Dokumen setelah kegiatan lelang digunakan dalam pembuatan Berita Acara atau

Risalah Lelang yang is dokumennya mencakup pada halaman 63 dengan

beberapa penambahan dokumen yang di antaranya adalah surat tugas, kuitansi

pelunasan uang jaminan, daftar hadir peserta, daftar penawar objek lelang, surat

setoran pgjak, dan surat setoran bukan pajak.

. Membantu Menyusun dan Menjilid Risalah Lelang

Risalah lelang nantinya akan di berikan pada pihak pembeli, penjual serta arsip

Negara yang masing-masing memiliki nama berita acara berbeda, pembeli lelang

akan di beri Kutipan Risalah Lelang, untuk penjul disebut salinan risalah lelang,

untuk arsip Negara disebut minuta risalah lelang.
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V. KESIMPULAN

Berdasarkan pelaksanaan praktek kerja nyata di Kantor Pelayanan

Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember dengan mengambil judul:

“Pelaksanaan Lelang Eksekusi Objek Hak Tanggungan Pada Kantor Pelayanan
Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember”. Adapun hasil dari Praktek
KerjaNyataini yaitu :

a

Prosedur pelaksanaan lelang eksekusi objek hak tanggungan meliputi
beberapa kegiatan yang terdiri dari kegiatan sebelum pelaksanaan lelang,
pelaksanaan lelang dan kegiatan setelah lelang, pelaksanaan lelang terdiri
dari kegiatan berkumpulnya peserta lelang, penerimaan bukti pembayaran
uang jaminan, pembuatan kuitansi pelunasan uang jaminan, pengisian absen
peserta hadir, penentuan metode lelang, acara inti pelaksanaan lelang,
penawaran objek lelang, penentuan pemenang lelang dan penandatanganan
kuitansi pelunasan uang jaminan.

Membantu beberapa kegiatan yang bersangkutan dengan kegiatan sebelum
dan sesudah lelang eksekusi hak tanggungan yaitu membantu mencatat surat
masuk, meminta surat penetapan jadwal lelang kepada kepala KPKNL
melalui sekertaris, membantu menghitung bea lelang pembeli, membantu
mengecek kelengkapan dokumen persyaratan lelang, dan membantu

menyusun serta menjilid risalah lelang.
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Lampiran 1 : Surat Permohonan Tempat PKN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS EKONOMI

Jalan Kalimantan No. 37 - Kampus Bumi Tegal Boto
Kotak Pos 125 - Telp. (0331) 337990 - Fax. (0331) 332150
Email : fe@unej.ac.id Jember 68121 - Jawa Timur

Nomor : 0129/UN25.1.4/PM/2015 08 Januari 2015
Lampiran  : Satu Bendel
Hal : Permohonan Tempat PKN

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL)
Ji. Slamet Riyadi 344 A
Jember

Dengan ini kami beritahukan dengan hormat, bahwa guna melengkapi persyaratan kelulusan
pada Program Diploma III Ekonomi para mahasiswa diwajibkan melaksanakan Praktek Kerja
Nyata (PKN).

Sehubungan dengan hal tersebut kami mengharap kesediaan Institusi yang Saudara pimpin
untuk menjadi obyek atau tempat PKN. Adapun mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan

tersebut adalah :
NO NAMA NIM PROG. STUDI
1. | Ruly Nur Maulida | 120803101020 | D3 - Manaj. Perusahaan
2 Eka Wahyuning Lestari | 120803101008 | D3 - Manaj. Perusahaan
3 | Nurlaili Lailatus Soleha 120803101010 | D3 - Manaj. Perusahaan

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata tersebut pada bulan : 20 Februari - 06 April 2015

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

~a.n. Dekan

<Pembantu

e
G

Dekan I,

As e,
o iy

Fadah, M.Si
1020 199002 2 001

Tembusan kepada Yth :
1. Yang bersangkutan;
2. Arsip

Sumber : Fakultas Ekonomi Universitas Jember
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Lampiran 2 : Surat Persetujuan Tempat PKN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DJKN JAWA TIMUR
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JEMBER

Jalan Slamet Riyedi 344 A Patrang Jember 68111
Talp (0331) 428758, 428758, Faks (0331) 428780, websle ; waw. djkn.orid

Nomor  : S- 19& /WKN.10/KNL.04/2015 02 Februari 2015
Sifat : Biasa
Hal :  Permohonan Ijin Tempat PKN

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Jember
JI. Kalimantan No. 37 Jember

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : 0129/UN.25.1.4/PM/2015 tanggal 08
Januari 2015 hal tersebut di atas, kami tidak keberatan menerima untuk menjadi Tempat
Praktek Kerja Nyata mahasiswa atas nama Ruly Nur Maulida, dkk. sesuai jadwal yang telah
ditentukan yaitu mulai tanggal 01 Maret Sampai dengan 31 Maret 2015.

Untuk selanjutnya, mahasiswa tersebut agar mengikuti ketentuan jam kerja yang
berlaku di KPKNL Jember yakni : Masuk Kantor pukul 07,30 WIB, Pulang Kantor pukul 17.00
WIB, setiap hari Senin s.d. Jumat.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

Kepala ¥antor,

a
Agus Ha gmdoi
NIP 19690171 199603 1 002

Tembusan :
1. Ruly Nur Maulida, dkk

Sumber : Kantor Pelayanan K ekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember
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Lampiran : 3 Nota Dinas

—
e KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DJKN JAWA TIMUR
KANTOR PELAYAHAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JEMBER
344 A Patrang Jemnber 68111
Telp {ﬂ‘!l}lz‘l?ﬁ 420?59 Faks !ﬂ!!lllﬂm website | wwy kpki! ljember djkn.of
Nota Dinas
Nomor : ND- 9 JWKN.10/KNL.0401/2015
Kepada : Para Kepala Seksi
Dari : Kepala Sub Bagian Umum
Sifat : Biasa
Lampiran :  Satu Lembar
Hal . Jadwal Magang Mahasiswa Fakultas limu Ekonomi Universitas Jember
Tanggal : 02 Maret 2015 i

Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Jember Nomor : 0129/
UN25.1.4/PM/2015 tanggal 08 Januari 2015 hal Permohonan Tempat Praktek Kerja Nyata, terlampir
kami sampaikan jadwal kuliah kerja mahasiswa Mahasiswa Fakultas Iimu Ekonomi Universitas

Jember.
Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.
/\ /
Anita Dha nti
NIP 19?1050 199803 2 001
Tembusan :

Kepala Kantor (sebagai laporan)

Sumber : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember
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Lampiran 4 : Jadwal Magang

o ™
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STOZ 12.e Z0 : [ebBuel
STOZ/TORO INM/OT'NAM/ 657 -ON ©  Jowon
wniwn ueibeg gns ejeday seujq eoN uesdwe)

ST0T =8 :ueng

Sumber : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember
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Lampiran 5 : Surat Permohonan Nilai PKN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS EKONOMI

Jalan Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegal Boto
Kotak Pos 125 - Telp. (0331) 337990 - Fac. (0331) 332150
Jember 68121

Nomor : 25.1.4/KR/2015 130 MAR
Lampiran :1 sa%}}m lembar ar
Perihal : Permohonan Nilai PKN

Yth. Pimpinan
KPKNL JEMBER

Sehubungan telah dilaksanakan Praktek Kerja Nyata (PKN) Mahasiswa Program Diploma 3
Fakultas Ekonomi Universitas Jember pada institusi Saudara, maka dengan hormat kami
mohon penilaian terhadap mahasiswa PKN tersebut sebagaimana form penilaian terlampir.
Hasil penilaian tersebut mohon dikirim kembali ke Fakultas Ekonomi Universitas Jember
dalam amplop tertutup setelah berakhirnya pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.

Demikian atas perhatian serta kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Sumber : Fakultas Ekonomi Universitas Jember
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Lampiran 6 : Nilai Hasil PKN

-

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS EKONOMI

Jalan Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegal Boto
Kotak Pos 125 - Telp. (0331) 337990 - Fac. (0331) 332150
Jember 68121

NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA (PKN) MAHASISWA
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS JEMBER

NILAT
NO INDIKATOR PENILAIAN il
1. |Kedisiplinan Qo |Ddgpon Ora
2. | Ketertiban 02  |Bugpan D9
3. | Prestasi Kerja B8l o lgpon o
4. |Kesopanan Qs |Plypn Dws
5. | Tanggung Jawab 82 |pwper D
IDENTITAS MAHASISWA :
Nama : nurfaili lailatus sholeha
NIM : 120803101010

Program Studi : Manajemen Perusahaan

IDENTITAS PEMBERI NILAI :
Nama . Anda Qharagent’
Jabatan

Sumber : Fakultas Ekonomi Universitas Jember
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Lampiran 7 : Absensi PKN

DAFTAR HADIR PRAKTEK KERJA NYATA
PADA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG

(KPKNL) JEMBER
Nama : Nurlaili Lailatus Sholeha
NIM 120803101010
Program Studi : D-111 Manajemen Perusahaan
No | Hari dan Tanggal Wakiu
1 | Senin, 02 Maret 2015 07.30 - 17.00
2 | Selasa, 03 Maret 2015 07.30 - 17.00
3 | Rabu, 04 Maret2015 07.30 - 17.00
4 | Kamis, 05 Maret 2015 07.30 - 17.00
5 Jumat, 06 Maret 2015 07.30 - 17.00
6 | Semin, 09 Maret 2015 07.30 - 17.00
7 | Selasa, 10 Maret 2015 07.30 - 17.00
8 | Rabu, 11 Maret 2015 07.30 - 17.00
9 | Kamis, 12 Maret 2015 07.30-17.00
10 | Jumat, 13 Maret 2015 07.30-17.00
11 | Senin, 16 Maret 2015 07.30 - 17.00
12 | Selasa, 17 Maret 2015 07.30 - 17.00
13 | Rabu, 18 Maret 2015 07.30 - 17.00
14 | Kamis, 19 Maret 2015 07.30 - 17.00
15 | Jumat, 20 Maret 2015 07.30 - 17.00
16 | Senin, 23 Maret 2015 07.30 - 17.00
17 | Selasa, 24 Maret 2015 07.30 - 17.00
18 | Rabu, 25 Maret 2015 07.30 - 17.00
19 | Kamis, 26 Maret 2015 07.30 - 17.00
20 | Jumat, 27 Maret 2015 07.30 - 17.00

Sumber : Kantor Pelayanan K ekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember
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Lampiran 8 : Surat Keterangan Selesai PKN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DJKN JATIM SURABAYA

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JEMBER

Jalan Siemet Riyadi 344 A Patrang Jember 88111

SURAT KETERANGAN

NOMOR : KET- 01 /WKN.10/KNL.04/2015

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Anita Dhamajanti
NIP : 19710606 199803 2 001
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum
Dengan ini menerangkan bahwa :
1. Nama : Eka Wahyuning Lestari
Nomor Induk Mahasiswa ¢ 120803101008
Jurusan/Program Studi :  D-IIT Manajemen Perusahaan
2. Nama ¢ Ruly Nur Maulida
Nomor Induk Mahasiswa 1 120803101020
Jurusan/Program Studi :  D-III Manajemen Perusahaan
3. Nama : Nurlaily Lailatus Soleha
Nomor Induk Mahasiswa : 120803101010
Jurusan/Program Studi :  D-III Manajemen Perusahaan
Telah melaksanakan Magang di KPKNL Jember, yang dilaksanakan dari tanggal 02 Maret s.d. 31
Maret 2015.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 01 April 2015

Sumber : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember
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Lampiran 9 : Kartu Konsultasi

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS EKONOMI

Jalan Kalimantan 37 — Kampus Bumi Tegal Boto
Kotak Pos 125 — Telp. (0331) 337990 — Fac. (0331) 332150

Email : fe@unej.ac.id Jember 68121

KARTU KONSULTASI

BIMBINGAN PRAKTEK KERIA NYATA (PKN) PROGRAM STUDI DIPLOMA 3

FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS JEMBER

Nama nurlaili lailatus sholeha
NIM 120803101010
Program Studi Manajemen Perusahaan

Judul Laporan PKN

PROSEDUR PELAKSANAAN LELANG NON EKSEKUSI SUKARELA PADA

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JEMBER

Dosen Pembimbing :
TMT_Persetujuan

Gusti Ayu Wulandari, S.E., M.M.
23 Februari 2015 s/d

23 Ag

2015

Perpanjangan 23 Agustus 2015 s/d

23 Oktob

2015

NO. | TGL. KONSULTASI MASALAH YANG DIKONSULTASIKAN

T&NDA]T,AH PEMBIMBING

b |24-2-20)5 | Ganfi judul-

* |20 °3-2015 | Buat laporan , bab L - bob 3.
3. Peviv

& 24-3-20¢ Bap a- s,

5 |30-3-206 Dq'ahf. postaka .

6 |81 3- 2015, Lgugm:_@g

7. |6-4-205 | Acc yjion .

8.

9.

10. '

11

14.

15.

Laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) ybs. disetujui untuk diujikan:

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Jember,..24,.. £ ghoyatl  201%
Dosen Pembimiing

idik Pudjo Musmedi, M.S.
NIP. 19610209 198603 1 001

Sumber : Fakultas Ekonomi Universitas Jember

Gusti Ayt Wulandari, S.E., M.M.
NIP. 19830912 200812 2 001
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Lampiran 10 : Surat Permohonan Lelang

iy y
Oanamon T

Simpan Pinjam
Majang, 17 November 2 &
1 .,,,nnlrﬂ!ﬂﬂ‘ M_‘--r,mof 5 ’!F% 20\
Nomor : B.7840/ALU-MLG-SEMM/1114 %
Perihal : Surat Permohonan Lelang
Lampiran : 1 (satu) lembar
Kepada Yth.
Kepala Kantor KPKNL Jember
J1. Slamet Riyadi 344 A
Jember
Perihal : Permohonan Lelang
Dengan hormat,

Sehubungan dengan akan dilaksanakan Lelang atas jaminan kredit langsung melalui
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang wilayah Jember, dengan ini kami
mengajukan Permohonan Lelang atas obyek jaminan terlampir.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami
ucapkan terima kasih. v /

Hormat kami,

Eko Arvadi P i
Assct Liquidation Unit Manager

Sumber : Kantor Pelayanan K ekayaan Negara dan Lelang
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Lampiran 11 : Surat Penunjukan

o ’
DananTt;‘

Simpan Pinjam

A RE conrresnenes

Lampit 7
Rissiah Lelang Nomer @3- 2%
faugyss
SURAT PENUNJUKAN

No.B. T84 VALU-MLG-SEMM/1114

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : F. Teguh Yudo Laksono
Jabatan : Back End Regional Collection Head Malang

Beralamat di Kantor Danamon Simpan Pinjam Regional SEMM Hehd Malang, Ruko Dinoyo
Permai Kav A-6, JI. MT Haryono, Malang.

Menerangkan sehubungan pengajuan pelaksanaan Lelang dari Kantor Pelayanan Kekayaen Negara
dan Lelang wilayah Jember maka bersama ini kami menunjuk :

Nama : Eko Aryadi Prasetyoaji
NIP : 00017511
Jabatan : Asset Liquidation Unit Manager Jember

secara sendiri-sendiri bertindak dan mewakili kepentingan PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk.
selaku Kreditor (penjual) menghadiri pelaksanaan Lelang Ulang.

Demikian Surat Penunjukan ini kami sampaikan. P
Malang, 17 November 2014

PT.Bank Danamon Indo
Divisi Self Employeed

Tbk

arket ~=TooN o Yang Menerima Penunjukan
Lok No— Vo

Eko Aryadi P&tyosji

Sumber : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember
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Lampiran 12 : Laporan HPKB

. |
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA ¥
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DJKN JAWA TIMUR
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JEMBER
Julan Slamet Riyadi Nomos 344 A, Jember 68111
rm.m:mmnunmr--mmuzm
H EN S
Nomor : HPKB -0004/WKN. 10/KNL.04/2015
Telah diterima dan diteliti kelengkapan berkas pada tanggal 07 Januari 2015 permohonan
Lelang Eksekusi Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Th 1996 dari PT. Bank
Danamon Indonesia, Tbk Nomor : B.7840/ALU-MLG-SEMMW/1114, tanggal 17 Nopember 2014,
perihal Permohonan Lelang dengan lampiran :
No. Jenis Dokumen Sesuai | Tidak Keterangan
Sesuai
Umum
1. | Surat Permohonan Lelang. il
2. | Salinan/fotokopi Surat Keputusan Penunjukan Penjual. ¥
3. | Syarat lelang dari Penjual (apabila ada). - -
4, | Daftar bara akan dilelang. v
Khusus
1._| Salinan/fotokopi Perjanjian Kredit. v
2. | Salian/fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan dan Akta 4
Pemberian Hak Tal .
3. | Salinan / fotokopi Perincian Hutang/jumiah kewsjiban v
debitur yang harus dipenuhi.
4. | Salinan/fotokopi bukti bahwa debitur wanprestasi yang
dapat berupa peringatan-peringatan maupun pernyataan v
dari pihak Kreditur.
5 | Salinanfotokopi  surat  pemberitahuan  rencana
| pelaksanaan lelang kepada debitur oleh kreditur, yang - m
] gmman paling lambat 1 (satu) hari sebelum lelang | ada penetapan lelang
6| Asilfotokopi buki kepemilikan hak. = 5 /
7. | Limit \'
Lain-lain / Surat pernyataan akan berlanggung jawab
8. |apabila Terjadi gugatan Perdata atau tuntutan Pidana y
dari pihak manapun kepada KPKNL Jember. |
9. | Surat Pernyataan telah dilakukan penilaian / penaksiran J
| terhadap objek _

Berkas permohonan ini dinyatakan telah/belum”) lengkap secara administrasi dan benar/tidak-benas *)

secara formal. Untuk pelaksanaan lelang harus dilengkapi dengan SKT dalam hal barang yang

dilelang berupa tanah atau tgnah dan bangunan, bukti Pengumuman Lelang dan Nilai Limit.

Lampiran KE ==
Risalah Lelang Nomor :
Tengedl

Jember, 07 Januari 2015
Kepala Seksi,

Sumber : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember
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Lampiran 13 : Surat Tugas

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DJKN JAWA TIMUR

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JEMBER
Jalan Slamet Riyadi No. 344A Jember 68111
Telepon : 0331428758, 0331428759 Fax - 0331-428760
Website - wew kpknliember dikn or id

SURAT TUGAS
NOMOR ST- 089/WKN.10/KNL.04/2015

Dalam rangka melaksanakan tugas sesuai dengan Nota Dinas dari Kepala
Seksi Pelayanan Lelang ND-10/WKN.10/KNL.0405/2015 tanggal 02 Februari 2015,
dengan ini kami menugasi:

1. nama/NIP : Wiji Yudhiharso K. P./ 19791021 200212 1 001
pangkat/golongan :PenataTk. I/1lld
jabatan : Kepala Seksi Pelayanan Lelang

2. nama/NIP : Djoko Setianto / 19740919 199903 1 002
pangkat/golongan :Pengatur Tk. | /Il d
jabatan : Pelaksana

untuk melaksanakan lelang Hak Tanggungan atas permintaan Danamon SEMM Malang
dilaksanakan pada tanggal 06 Februari 2015 di KPKNL Jember.

Surat Tugas ini disusun untuk dilaksanakan dan setelah selesai
dilaksanakan, pelaksana segera menyampaikan laporan. Kepada instansi terkait, kami
mohon bantuan demi kelancaran pelaksanaan lugas lersebul.

Lampiran Ke e
Risalah Lelong Nomor : \ 76/20.4G....

Tanggal 06- 3 -905 Ditetapkan di Jember
Pada tanggal 04 Fabruari 2015
Kepala tor,
£

Agus Harl Widodo
NIP 19690124+199603 1 002

Sumber : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember
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Lampiran 14 : Surat Penetapan Jadwal Lelang

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 3
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DJKN JAWA TIMUR
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JEMBER

JALAN SLAMET RIYADI NOMOR 344 A . JEMBER 88121
TELEPON : 0331 - 420758, 428750, FAKSIMILE - 0331 - 428760

Nomor : S- 7 /WKN.10/KNL.04/2015 07 Januari 2015
Sifat : Seg
Hal . Penetapan Jadwal Lelang

Yth. Pimpinan PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk
Divisi SEMM Malang

Ruko Dinoyo Permai Kav A-6, Jalan MT Haryono
Malang

Menunjuk surat saudara Nomor : B.7840/ALU-MLG-SEMM/1114, tanggal 17 Nopember
2014, perihal Permohonan Lelang, maka dengan ini kami tetapkan pelaksanaan lelang pada :

Haritanggal : Jum'at / 06 Februari 2015
Pukul : 09.00 WIB
Tempat : KPKNL Jember
Jalan Slamet Riyadi Nomor 344 A, Jember

Diharapkan setelah saudara menerima tanggal Penetapan pelaksanaan lelang dimaksud, agar

saudara melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengumumkan pelaksanaan lelang 2 (dua) kali, Pengumuman Pertama dapat dilakukan
melalui selebaran tanggal 08 Januari 2015, Pengumuman Kedua dilakukan melalui Surat
Kabar Harian tanggal 23 Januari 2015 dengan mencantumkan harga limit;

2. Mengirimkan bukti Pengumuman' lelang ke KPKNL Jember, paling lambat 3 hari sebelum

pelaksanaan lelang;

Memberitahukan pelaksanaan lelang kepada Penghuni;

Pembatalan lelang harus disampaikan secara tertulis dengan disertai alasan dan harus sudah

diterima oleh Pejabat Lelang paling lama sebelum lelang dimulai.

b w

Meskipun Jadwal Lelang sudah ditetapkan, namun lelang dapal tidak dilaksanakan,
apabila tidak memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang karena terdapat perbedaan data
pada dokumen persyaratan lelang ataupun ada sebab lain yang ditemukan setelah evaluasi detail
terhadap persyaratan lelang.

Atas perhatian saudara kami ucapkan terima kasih.

Agus Hari Widodo
NIP 1969021 199603 1

1. Kepala Seksi Pelayanan Lelang;
2. Kepala Seksi Hukum dan Informasi.

Sumber : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember
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Lampiran 15 : Pengumuman Lelang

Sumber : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelan
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Lampiran 16 : Daftar Hadir Lelang

DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA =
KANTOR WILAYAH DJKN JAWA TIMUR

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JEMBER

Jatan Slamet Riyadi No. 344 A, Jember 82111
Telepon - (0331) 428758 428758, 428690, Faksimile  (0331) 428760

DAFTAR HADIR LELANG

wsironagil | Tomal 0& Frbdan 2615

Tempat SR | feaber
No Nama Alamat/Instansi Tendh‘!’mgan
\ TN s-v < \Tveoripo \%
1 | o ROl AR TYOAS

Ve e
< thav ovidr

% /
4 | Mot | el

% Fario

‘/ e ‘1559,99"
AN~ e

o™ L /)
&N, il /A

Jeubet . 062 foart 2ol

ejabat Lelang

Sumber : Kantor Pelayanan K ekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember
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Lampiran 17 : Rekap Penawaran Lelang

KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DJKN JAWA TIMUR
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JEMBER

Jalan Slamet Rivadi No 344 A, Jember 68111
Telepon  (0331) 428759 428758, 428699, Faksimile (0331) 428760

REKAP PENAWARAN LELANG
Hari/Tanggal TUN!'“C‘F rﬂ‘f@b’f\lﬂﬁw 1<
Tempat B e B e i T et RO
Pemohon Lelang : . ( won SeMM e .
[ ‘ [ [ Barang Yang
No Nama Penawar Harga Penawaran Pemenang ditawarkan
1
L izewin Sawdg U | 4o.000. @00, M 2]
) J |
: - 3
¥e o 1
/ \.':""""ﬂ.mn ‘“v‘/}

/ ‘."\’;‘

/ e /

Jember. 06 ﬁ(reb QOF

Penjual Pejabat Lela: /
— t /

Sumber : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember
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Lampiran 18 : SSBP

—
SURAT SETORAN
. BUKAN PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN (SSEP) Lembar 1
DITJEN PEREENDAHARAAN
KPPN i
KE REKENING KAS NEGARA NOMOR e
A tspwewepseweeens (L L T 1 1 1T VI TETT T E]
2, Nama Waijib Setor/Bend. : 006717 4 8906 2822040
3. Alamat “Veronica MA. Eendahera Penerima KPKNL Jember
B. 1. Kementerian/Lembaga 8 [ iyadi No. 244 A Jember
2. Unit Organisasi Eselon | ‘Lal1 {{auangan R!
3. Satuan Kerja ‘Lalolsg it ara
4, Fungsi/Subfungsi/Program b
5. Kegiatan/Sub Kegiatan ) AW oVt :
ik Clhleld o 5 02
C. MAP dan Urusan Penerimaan ;M@‘"
4.2 372 & 7 Pendapatan Bea Lelong
0. Jumiah Setoran i B
Dengan Huruf L 1400.804,50
satu juia empat ivlus b rupiah
E. Surat penagihan (SPN) -RinbtRg#or ; 00 6:20 Faiigaaigal 06. Febmiart 2015 e
Alau Surat Pemindahan
Penagihan Piutang Negara L, KPPMN D:[—J L i L
SPaAN 3 Lampi Nomor ! pa- 204
(SP3N) : Risatah 06
A
| Untuk K
143081~ 95 18 11)) 112 22
1m1m:mm i o 4
1 moo 1,0000000 £ e
HAGAL EFEXTIF 11/
Jember.t /" / Dnarimamh-
Be_ndahara enerimagtiuar 2015
Veronica bl.A
NIP. 16720910 189703 2 001

Bea Lelang Pembeli . 2% X Rp. 40.060.000,00 = Rp. 800,000,200
Bea Lelang Penjual :© 156% X Ro 4000000000 = Rp. 600.000,00
= Rp 1.400.000,00

Sumber : Kantor Pelayanan K ekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember
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Lampiran 19 : SSP

L AEUANGAN K SURAT SETORARN PAJAK

S P -~ tﬁ

Untuk Arsip Wajib Pajak

KPP LULLLI’HJAJ;L;J bizo | duw |

Diisi sesuai dengan Nemor Pekok Wajit Pajak yong dimiliki

HAMA WP SRR TC X TR BT T 1O N ey
- walan Siamat Rivac] No. 34<4-4 Jember
NoP cLo1o] (210 194050] |€40 9] 2,007 |02,0 0] |9]
Diisi sesuai dengan Nomor Olyex Pajak
Daga Kedunglo, Kecamaten Asembigus, Kab. Situr unda
gAY U E R N e NP ) (O e
i Uridan Pembay
Kode Akun Fajak Kode jenis Setoran
4 - B = HakAtas Torab/ i
o) 3 dgey 1419421 w-_a.?luuwgmammm»mmnm;
X! bagus, Kab. Situdbundo
Masa Pajak Tahun Pajak
jan | Feb | Mar| Apr | Mei| Jun | jul Sep | Okt | Wov | Des . i
X Diisi Talun Terutangnya Pajak 1
feri tanda silang () pade Aolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang Lerk caaan

Homor Ketetapan iy gy B e B g ] F LGS |

Dilsi sesuai Nomor Kerétapan : STE. SKPKB atau SKPKBT

jumlah Pembayuran -Qﬁ'." '2-&0&-0&0.5\3 & o Diisl dangan Rupiah penuh
Terbine CUAIUTA RUPIAM
1
Wajib Pliakll’bnymil
, Tonggal ... 8202018
Cap dan tanda tongan i i
(et
Nama Jelas : ... Yeronice Maria. 4
NIP 13?50540 1 B‘BTOS 2 304
I s : r Pdjak ~ Pajak Untuk Pembangunan Bangsa ™
CASH I0R 2,000,000.02
3300000 1. c0c0 : : P P IYAR car % x Rp40.000.000
TANEAL EFEKTIF 11/ Risakeh Letang No. RL-DO78/2015 Tgl. 06 Februari 2015

Pejatiat Leiang : WIJI YUDHIHARSO, KP. SH
Peribel : ERAIN SANDY UTAMA akemat Jalan P8, Sudinan Go

Pamp \ A
Lumpiran Ke e, y
F20.3201 Risaloh Lelang Nomor 1 —76/200G. |
TamggnT H O6-02-2w01%

Sumber : Kantor Pelayanan K ekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember
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Lampiran 20 : Kuitansi Pembeli

80

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DJKN JAWA TIMUR
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JEMBER

mwm 344 A Kade Pos 88121
Tlp 10331 — 420759 Facsimile : 0331 - 428780

KUITANSI
No. KW- 78 IRL.193/2015

Risalah Lelang Nomor : 183/2015

Sudah teima dan : Moch. Jamal, KP. Krejan RT 001 RW 002 Desa Kapongan Kecamatan Kapongan
Kabupaten Situbondo,

Pekerjaan PNS.

Alamat : KP. Krajan RT 001 RW 002 Desa Kapongan Kecamatan Kapongan Kabupaten
Situbondo-

Banysknya uang : Rp 499.800.00 (empat ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) -—-

Keterangan Pembayaren atas pembefan Lelang Non Eksekus Wajib atas permohonan
Pemenntah Kabupaten Situbondo, tanggal 24 Maret 2015 bertempat di
Pemerintah Kabupaten Situbondo, berupe' Kenderaan Roda 2 (dua) Merk/Tipe
-HONDAMCB WIN 97, kapasitas 100 cc, Bahan Bakar Bensin, Tehun 1991,
Warna : Hitam, Nomor Polisi -P 2093 EP, Nomor Mesin "HABBE 1023911, Nomor
Rangka ©  MH1HABB1X1K023965. Nomor BPKB : 1350680, Kepemiikan Atas
Nama . Bupati Situbondo--—

Rindan

[Pokoklelng —  [:TRp 49000000

| Bea Lelang (Pembeli) :|Rp 980000

[Jumiah lelang —|:|Rp  459.800,00
Mengetahui Jember, Maret 2015
Plh. Kepala Kantor, Bendahara Penerimaan,
Anita Dhamajanti Veronica M A

NIP 49710606 199803 2 001 NIP 18720810 199703 2 001

Sumber : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember
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Lampiran 21 : Kuitans Hasil Bersih Penjual

=
KEMENTERIAN {{EUANG AN REPUBLIK INDONESIA :
DIREKTORAT JENDERAL K AAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DIKE JAWA TIMUR
KANTOR PELAYANAN HEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SEMBER
JALAN SUAMET RIYAL | IR0 5y JEMBER 6012Y
TELEPON 0331 - 42075 J1R'SO, KL SO4LE 0331 - 428760
KUITANSI HASIL B=RSIH
TELAH TERIMA DARI Kantor Pelayaran Kekayaan Negara dan Lelang
(KPKNL} Jembe

UANG SEBESAR Rp 37,400,000

========z======= Tiga puluh tujuh juta empat ratus ritu rupiah=====s========= ==

BERUPA S i

UNTUK PEMBAYARAN Hasil Bersih Lelany Eksekusi Pasal 8 Undang-iIndang Hak

Tanggungan atas parmintaan PT Bank Dananon SEMM
Malang

TANGGAL LELANG 06 Februar 2015

TEMPAT LELANG KPKNL Jember

RISALAH LELANG NOMOR :  0076//2015

PEJABAT LELANG Wiji Yudhiharso, KPP SH

(Rp) /

Rincian Jumiah

Pokok Lelang 40,000,000.00

Bea Lelang Penjual 600,000.00

PPh Pasal 25 2,000,000.00

Jumlah yang diterima 37,400,000.00

Yang membayarkan

at

Nama Ve_ronlca M_.A

Jember, | Februari 2015

Yang menerima

o ADKD WAL

NIP - 19720910 199703 2 001 - coovystil
Jabatan : Bendahara Penerimaan

L‘.uup]‘run ke

Risalah Lelang Nomor 1 120
Trnggal 3

Sumber : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember
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Lampiran 22 : Penerimaan Kotor KPKNL

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH X DJKN SURABAYA
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JEMBER

EPT - Lt

ELEFOM - (2001 ) - 4TS, CNTH. FACIMLE: 00X - 870

RINCIAN PENERIMAAN UANG HASIL LELANG

Harl dan lam Pelaksanaan Lelang ¢ Jumat [/ 10.00 WIB
Tempat dan Tanggal Pelaksanaan Lelang :  Bondowoso. 05 Desember2014
Jenis Lelang :  Eksekusi Hak Tanggungan
Penjual : BRI Bondowoso/ Andrian
Pembeli : Wagirin
Keterangan Objek Lelang :  SHM 308/Banjarsari + Fidusia
1) Pokok Lelang Rp 452,500,000.00
L Bea Lelang Penjual Rp 6,787,500.00
2. PPhFinal Rp 22,625,000,00
3 Hasil Bersih Lelang Rp 423,087,500.00
2.) Bea Lelang Pembeli Rp 9,050,000.00
3.) Bea Lelang Batal Rp 0.00
Jumiah 1.} + 2.} +3.) Rp 461,550,000.00

Bondowoso. 05 Desember2014

Catatan :

= Uang Jaminan Penawaran Lelang o Rp 91,000,000.00
+ Kekurangan Pelunasan Pembeli sebesar o Rp 370,550,000.00
« BPHTB (Coret & Paraf jika tidak ada/minus) Rp 19.625,000.00

Sumber : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember
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